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ABSTRAK

Fokus studi ini adalah prilaku korupsi anggotavBe Perwkilan Rakyat (DPR)
pada masa Demokrasi Reformasi (pasca-Presiden i$mehBujuan penelitian yaitu
pertama, memahmi model relasi anggota DPR deng@bd&eKementrian, Pejabat
Pemerintah Daerah (Pemda), hakim Mahkamah Konistitd&) dan Pengusaha.
Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dan sundlaga berasal dari studi pusataka dan
wawancara.

Hasil analisis studi yaitu model relasi anggotaRDéRengan Pejabat Kementrian,
Pejabat Pemda, hakim MK dan Pengusaha adalah sadinguntungkan yang dilandasi
pembagian uang proyek pembangunan secara propalsiariabel pendukung prilaku
korupsi anggota DPR vyaitu kepentingan anggota DP&mperoleh uang untuk
pencalonan Pemilu, dukungan semua anggota DPRndakuersembunyi elite partai,
dukungan Pejabat Kementrian dan Pejabat Pemda umbekdapat proyek
pembangunan dengan jalur cepat, prilaku hakim MKndogung prilaku korupsi
anggota DPR dengan imabalan uang, dan dukungarugesmg medapatkan proyek
pembanguna melalui Pejabat Kementrian dan Pejavat®.

Temuan studi yaitu pertama, prilaku korupsi angg®tPR dilakukan secara
berkelompok dan individual. Kedua, peran yang dikain yaitu sebagai peran utama
dan berperan sebagai broker politik. Ketiga, adgyata DPR yang melakukan prilaku
korusi selama dua periode berturut-turut.

Kata Kunci: Prilaku korupsi anggota DPR, Pejabainkatrian Pejabat Pemda, hakim
MK- Pengusaha- elite partai politik.



ABSRACT

The focus of this study is the corrupt behaviomw@mbers of the House of
Representatives (DPR) during the Reform Democraogt{President Soeharto). The
research objectives are first, to understand thatioaship model of DPR members
with Ministry Officials, Local Government Official€onstitutional Court judges (MK)
and Businessmen. The research approach is quaditatid the data source comes from
the Pusataka study and interviews.

The results of the study analysis are the modéhefrelationship between D

PR members and Ministry Officials, Local Governmé@iticials, Constitutional Court
judges and Businessmen are mutually beneficialdbaseproportional distribution of
development project money.
Variables supporting the corrupt behavior of membmErthe DPR are the interests of
DPR members to get money for election nominatisupport of all DPR members,
hidden support of party elites, support of Minisfficials and Local Government
Officials (Pemda) to get development projects walst track, MK Judge behavior
supports corruption behavior members of the HousReapresentatives with money
reward, and support from Businessmen to obtaireldpment projects through the
Ministry Officials and Local Government Officials.

The study findings are first, the corrupt behawibDPR members is done in
groups and individually. Second, the role thatagied out is as the main role and role
as a political broker. Third, there are membershef House of Representatives who
conduct corrupt behavior for two consecutive pesiod

Keywords: Corruption behavior of members of the DRRhistry of Government
Officials, Regional Officers, Judges of MK-Businen -elite political parties.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang M asalah

Dewan Perwakilan Rakyat atau legislatif merupakalals satu struktur penting
dalam menggerakkan sistem politik suatu negaralmélakuasaan yang dimilikinya,
lembaga ini memiliki fungsi sebagai lembaga yangmimegat kebiajakan pplicy
making).! .Kekuasaan lembaga legislatif antara lain merumuskadang-Undang,
melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahanmedagetujui anggaran dan
mengawasi pelaksanaannya. Kekuasaan lembaga plmvalang begitu strategis,
sehingga menjadikan lembaga ini sebagai yang meémieran penting dalam
pembangunan suatu bangsa.

lembaga legislatif dalam suatu negara merupakanypedan dari demokrasi
tidak langsung ifdirect democracy Rakyat dalam melaksanakan kedaulatannya, tidak
harus setiap saat ikut merumuskan atau mengawpsiskpemerintahan yang sudah
dipilih. Keterlibatan rakyat dalam proses politigikup melalui wakil-wakilnya di

lembaga legislatif yang dipilih melalui pemilihamum (Pemilu}

Pemilihan anggota legislatif melalui pemilihan umterdapat dua sistem yaitu
sistem pluralitasflurality systerph dan sistem perwakilan proporsionardportional
representation systéni Sistem pluralitas suatu calon anggota legislgtihg
dicalonkan partai dinyatakan menang pada suatuadapemilihan, apabila calon
tersebut berhasil memperoleh suara lebih banyak dalon lainnya, biasanya
menggunakan rumusimple majority (50%+1). Sistem ini biasanya setiap daerah

pemilihan hanya 1 (satu) anggota legislatif yangilia. Sistem proporsional adalah

! Gabriel Almond, Comparative Politics Today A World Vievoson-Tronoto: Little Brown And
Company, 1974, p, 4.

> Hanna F. PitkinThe Concept of Representatj@erkley dan Los Angeles University of California
Press Ba 7.

3 Harold Crouch Perkembangan Politik dan Modernisa$akarta: Yayasan Perkhidmatan, Jakarta: 1982,
56-58.

* Arend Lijphart, “Electoral Systems” , Seymour Martiipset, Encyclopedia of Democracy Vol Il,
Conggressional Quaterly Inc, Wasington DC, 1995.
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suatu calon anggota legislatif dianyakan menangldsarkan proporsi suara yang
diperolen calon dalam Pemilu. Sistem ini harus rtegl@n porsi suara setiap
keterpilihan calon, dan jumlah calon untuk daeramiphan. Misalnya di daerah
pemilihan ditetapkan proporsioal suara sebesdnisstiara, maka setiap calon anggota
partai politik dinyakan terpilih apabila suaranyamoapai seribu atau lebih. Sistem ini
biasanya, setiap daerah pemilihan anggota ledisiatig terpilih lebih dari 1 (satu).
Sistem pemilihan pluralitas cenderung melahirkatesa dua partai, karena partai kecil
dan tidak memiliki basis yang lemah, sulit untukslaéng dengan partai politik kuat.
Sistim pemilihan perwakilan proporsional cenderamgjahirkan sistem banyak partai,
karena partai politik yang memiliki basis pemililang lemah masih bisa bertahan,

minimal untuk daerah pemilihan tertentu.

Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) mekapainstitusi negara nyang
memiliki kekuasaan sebagai lembaga legislatif, degelnya badan legislatif di
negara-negara yang mempraktekkan sistem demolgasienangan DPR RI diatur
dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). DPR mientiidang legislasi,
pengawasan dan bidang anggaran. Kekuasaan DPRyb&lgislasi yaitu mengajukan
Rancangan Undang-Undang dan mengesahkan Undangwy@dbelD 1945, Pasal 20-
21) Bidang pengawasan, DPR mempyai hak yaitu h#kpelasi, hal angket, dan hak-
hak menyatakan pendapat. hak mengajukan pertanya@myampaikan usul kepada
pemerintahan.(UUD 1945, Pasal 20A). Bidang anggdpdR memiliki kewenangan
menyetujui dan menolak anggaran negara yang diajékasiden. (UUD 1945, Pasal
23).

Anggota-anggota legislatif dalam melaksanakan at@ambuat keputusan
dipengaruhi oleh aktor-aktor likungannya. Analisidoungan aktor lingkungan dengan
angota-anggota legislatif dalam melaksanakan faggsidalam ilmu politik disebut
prilaku legislatif atau prilaku parlemelegislative behavoQr Anggota legislatif dalam
membuat keputusan-keputusan dipengaruhi oleh aktor- lingkungan vyaitu
konstituen Kkonstituents Kelompok kepentinganinterest groups),partai politik
(political party), eksekutif éxecutivg lembaga yudikatif, dan lingkungan di lembaga
legislatif itu sendirf’

5 Joseph LaPalombar@gplitics Within NationsNew .Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1974, h. 181.



11

DPR dalam melaksanakan kekuasaannya saling braksiedengan institusi di
luarnya yaitu lembaga eksekutif, badan yudikaaftsi politik, kelompok kepentingan,
konstituen, dan tekanan publik. Interaksi DPR darigasiden terkait dengan membuat
Undang-Undang. Interaksi DPR dengan Badan peradigikait dengan produk
Undang-Undang DPR yang dapat direvisi oleh Mahkamghng (MK) melalui
kekuasaanyudicial review Interaksi dengan partai politik terkait dengarduk
organisasinya, memiliki kekuasaan mencalonkannj@daemilihan Umum (Pemilu)
dan memiliki kekuasaan menggantinfracall). Interaksi anggota dengan konstituen
terkait dengan janji kampanyenya. Interaksi dengalompok kepentingan terkait
dengan tekanan kelompok kepentingan terhadap DiRittelengan kepentingannya
terutama para pengusaha. Studi ini berfokus padekasi DPR dengan eksekutif dan

Pengusaha dalam melaksanakan kekuasaannya.

B. Masalah Pendlitian
DPR periode 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, tardstberapa anggotanya

divonis hukuman penjara oleh Pengadilan Tindak rRid&orupsi (Tipikor) Indonesia
terbukti melakukan korupsi. Jumlah anggota DPR Rigy terlibat tindak pidana
korupsi dimaksud dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Anggota DPR RI Terlibat Korupsi 1999-2019 terlibat

Perode Jumlah
1999-2004 36
2004-2009 12
2009-2014 8
2014-219 17

Sumber:acch.kpk.co.id, diunduh tanggal 11 Januari 2020. kompas.com, diunduh 15 Januari 2020.
Nasional.tempo.com, diunduh tanggal 15 Januari 2€i&8r.com, diunduh tanggal 18  Januari 2020.

Prilaku korupsi anggota DPR ini melibat pejabat pemahan pusat dan
pejabat pemeriah daerah dan Pengusaha Hal ini nuiskan interaksi DPR dengan

lembaga eksekutif, pengusaha ikut mempengaruhiakorilanggota DPR dalam
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melaksanakan kekuasaannya. Studi ini menjadi mentkarena legislatif sebagai
lembaga negara, hanya berfungsi mengesahkan dagamasi anggaran, atas
fungsinya tersebut anggota DPR mendapat gaji dagama, bagaimana bisa anggota
DPR bisa terlibat kurupsi? Di Indonesia minat teldm@astudi prilaku legislatif masih
langka, diharapkan studi ini memperkaya informastang studi-studi legislatif pada

umumnya dan studi legislatif di Indonesia.
C. Pertanyaan Penélitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pertanyaam diajukan dalam penelitian

ini adalah:

1. Bagaimana model interaksi anggota DPR, Pejabat idegan Pengusaha
dalam melakukan korupsi?

2. Variabel apa yang mendukung prilaku korupsi arg@RR?
D. Tujuan Penelitian

1. Merumuskan dan mengelaborasi model relasi prilalggata DPR dengan
Pejabat eksekutif baik pejabat pemerintah pusatpoma pejabat pemerintah

daerah (Pemda), dan Pengusaha.
2. Mengidentifikasi faktor yang mendukung prilakarkpsi anggota DPR.
F. Sistematika Penulisan
Penulisan hasil penelitian disusun dengan sisteanpembahasan sebagai berikut.

Bab |. Pendahuluan. Bab ini memuat kerangka dasar penelitian. Babmierupakan
kerangka dasar penelitian yang menguraikan, latakbng masalah, masalahan
penelitian dan pertanyaan penelitian, tujuan pgae)i dan sistematika penulisan

laporan penelitian.

Bab Il. Kerangka Teori. Bab ini memberi gambaran tentang landasan teami d
konsep yang digunakan dalam penelitian. Pembahdséam bab ini mencakup

konsep legislatif, teori legislatif, dan hasil stiedislatif.
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Bab 11l Metode Penilitian. Bab ini pada dasarnya berusaha memberikan gambaran
mengenai metode dan prosedur yang digunakan dal@ses penelitian. Pokok

bahasan dalam bab ini mencakup pendekatan pengéitimber data, dan analisis data.

Bab IV Hasll dan Analisis Penelitian. Bab ini pada dasarnya gambaran umum
penelitian, hasil penelitian dan analisis hasilgigéan. Pembahasan mencakup, DPR
Masa Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpim, Bamokrasi Pancasila, dan

prilaku korupsi anggota DPR.

BAB V Penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan penelitian, temuanetitian,
konstruksi teoritik, dan imlikasi kebijakan. Bagikesimpulan pada intinya menjawab
pertanyaan penelitian. Temuan penelitian merupateamuan dari hasil analisis
penelitian. Konstruk teoritik membangun konstrukgbotetik dari hasil penelitian.
Implikasi Studi dan kebijakan berupa rekomendagukirpenelitian selanjunya dan
rekomendasi untuk partai politik dan KPK untuk megeh prilaku korupsi anggota-
anggota DPR.
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BAB I
KERANGKA TEORI

A. Teori Legidatif

Studi tentang legislatif dapat dikelompok menjatjat fokus studi yaitu
berkaitan dengan rekrutmen anggota, relasi ledisd@ngan eksekutif, dan prilaku
legislatif. Pippa Norris menjelaskan masalah rekan anggota badan legislatif.
Norris mengemukakan mekanisme pengisian anngotsldéfydapat dikelompokkan
menjadi 2 (dua), yaitu mekanisme seleksi calon yditekukan internal partai dan
sistem pemilihan dalam Pemilu yang dikenal dengatera Pemilu. Mekanisme
pemilihan calon anggota legislatif internal parthlaksanakan dengan 3 (tiga) tahapan

yaitu sertifikasi €ertificatior), tahap Penominasiandminatior), Pemilihan ¢lection).®

Tahap sertifikasi adalah menetapkan kriteria atausyaratan calon yang
dilakukan partai politik untuk dapat masuk dalamowga(candidatd. Tahapan ini
berkaitan dengan aturan pemilihan, aturan-aturamaipadan norma-norma sosial
informal untuk menentukan kriteria calon yang laydlahap Penominasian adalah
penwaran kepada kandidat-kandidat yang dianggap emainn persyaratan Kkriteria
partai dan menyeleksi calon yang memenuhi kritgaiazg ditetapkan penyeleksi. Tahap
Pemilihan adalah langkah menentukan calon yang mgeyang berhak dicalonkan

partai dalam Pemilu sebagai calon anggota ledislati partai.

Reuven Y. Hazan and Gideon Ralméenjelaskan tentang proses pemilihan calon
anggota legislatif yang dilakukan internal partalittk. Menurutnya pemilihan calon
legislatif berdasarkan asal calaragdidacy dan penyeleksi calors€lectoratg dikenal

2 (dua) Model yaitu model inklusiinclusive modégldan model eksklusifekclusive

® pippa Norris, “Recruitment”, dalam Richard S Katzdawiliam Crotty (Ed),Handbook of Party
Politics, London: Sage Publications, 2006, P. 90-91
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mode).” Kedua model seleksi anggota parlemen yang dilakuyartai politik dapat
terhadap calon anggota-anggota legislatif dimaldapmht dilihat pada tabel 1 | bawah

ini.
Tabel 1.
Model rekrutmen politik Anggota Parlemen Partai Politik
M odel Inklusif M odel Eksklusif
Asal kandidat Setiap pemilih dapat menjadi kandid&erbatas, hanya anggota partai
partai. dengan persyaratan tertentu.
Penyeleksi Pemilih yang punya hak pilih dalam pamiElite  partai yang berhak
umum yang berhak menentukan selekesienentukan seleksi kandidat.
kandidat.

Arend Lijphartmenjelaskan tentang pola relasi legislatif dengdsekutif yang
dianut suatu negara. Negara yang menganut sistdemaanter, biasanya eksekutif dan
legislatif pada dasarnya satu kesatuan, karenaaRerdnenteri dipilih melalui
parlemen. Sistem presidensial, presiden dan andggislatif pemilihan terpisah dan
dilakukan melalui Pemilu. Relasi legislatif-eksakaialam konteks sistem demokrasi
diwarnai dua kecenderungan utama, yaitu pola huduiygng yang bersifat dominasi
satu lembaga atas yang lain, baik dominasi ekdekiats legislatif atau sebaliknya dan
pola seimbang.Pola dominasi ini, bisa dominasi lakife bisa dominasi lembaga
legislatif. Lembaga legislatif yang terlalu kuas®iberimplikasi pada ketidaksatabilan
pemerintahan dan berdampak terhambatnya prograrbgmgunan yang berkelanjutan.
Kekuasaan pemerintah yang terlalu dominan bisaab@pdk terjadinya penyimpangan
kekuasaan eksekutifalfuse of pow@r karena tidak ada institusi yang setara untuk
mengawasinya. Relasi eksekutif dan lembaga leislatam mendukung demokrasi
adalah pola hubungan yang setataSalah satu kelebihan dari pemerintahan
presidensial antara lain adalah stabilitas ekskkitirena masa jabatan Presiden

bersifat tetapfixed term).Sebaliknya, salah satu kelemahan dari sistem menesial

7 Reuven Y. Hazan and Gideon Rahat, “Candidate SetecMethods and Concequences”, dalam
Richard S Katz and William Crotty (Edjlandbook of Party Politi; London: Sage Publications, 2006,
P110-111.

8 Arend Lijphart,Democracies: Patterns of Majoritarian and Consen&msverment in Twenty —One

Countries,Yale: Yale University, 1984, him. 67-89.
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adalah masalah konflik eksekutif dengan legishaifig dapat mengarah kepada jalan
buntu @eadloch.’

Scott Mainwaring mengemukakan, kombinasi sistemtipartai dengan sistem
presidensial dapat menciptakan kesulitan dan Kod#iam hubungan antara eksekutif

dan legislatif dan mengancam stabilitas demokrBgiemukakannya;

“The combination multi- party system and presidaligm is inconducive to
democratic stability because it easily createsidiffies in the relationship
between the president and the conggress. To betieffegoverment must be
able to push through policy measures, which isicdif to do when the
executive faces a sizeable majority oppositioth@ legislature. And conflict
between the executive and the legislature is fregwenen different parties
control the two branches®

(“Kombinasi sistem multi-partai dan sistem presglahtidak kondusif untuk
stabilitas demokrasi karena hal itu mudah mencigtakesulitan dalam
hubungan Presiden dengan kongres. Untuk menja#iifefpemerintah harus
mampu untuk mendorong langkah-langkah kebijakanpgyaulit untuk
dilakukan adalah ketika Presiden menghadapi magowdposisi di legislatif.
Konflik eksekutif dan legislatif dapat terjadi Kedi partai-partai yang berbeda
mengontrol kedua cabang tersebut.”)

Kesulitan lainnya kombinasi sistem multipartai demgsistem presidensial
adalah kesulitan dalam membangun koali$heé' combination of presidentialism and
multipartism is complicated by the difficulties witerparty coalition building in
presidential democracies, with deleterious concegas for democratic stability**
(“Kombinasi presidensial dan multipartai berkompbkk pada kesulitan membangun
koalisi antar partai dalam demokrasi presidenSiahingga berimplikasi pada rusaknya
stabilitas demokrasi.”)

Pembahasan berkaitan dengan prilaku legislatifranya dikemukakan oleh Joseph
LaPalombara. Menurut LaPalombaraggota-anggota legislatif dalam melaksanakan atau
membuat keputusan dipengaruhi oleh aktor-aktor nbignnya. yaitu konstituen
(konstituenty Kelompok kepentingarir{terest groups)partai politik political party),
eksekutif éxecutivy lembaga yudikatif? Faktor konstituen adalah anggota-anggota

° Arend Lijphart, “Introduction”, dalam Arend Lijphia(Ed), Parliamentary Versus Governmehtew
York, Oxford University Press, 1992, him. 1-15.

% Scott Mainwaring, “Presidentialisme in Latin Americ dalam Arend Lijphart (ed.Parliamentary
versus Presidential Governmeiew York,; Oxford University Press 1992, him. 114

11 Seott Mainwaring Presidentialism, Multipartism, and Democracy:ThdfDult Combination,dalam
Jurnal Comparative Political Studies, Vol 26, Nd.293, him. 228.

12 Joseph LaPalombar@gplitics Within NationsNew .Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1974, h. 181.



17

legislatif dalam membuat keputusan-keputusan dbéaga legislatif dapat dipengaruhi
oleh kepentingan dan aspirasi pemilih di daerahilfeannya. Pertimbangannya adalah
agar pada Pemilu berikutnya, warga di daerah pleamtiya dapat memilihnya kembali.
Faktor konstituen ini tergantung dari model hubumganggota legislatif dengan
konstituennya. Anggota legislatif dapat bebas dalmembuat keputusan dilembaga
legislatif tanpa mempertimbangkan aspirasi pendiitbasis dukungannya, istilah ini
dikenal dengantrustee Anggota legislatif dapat juga bersikap terikagngan
mengutamakan aspirasi pemilih di daerah pemilihanngisebut dengan istilah
delegate Anggota legislatif dalam membuat keputusan-keganudi lembaga legislatif
dapat bebas dari aspirasi pemilihnya, pada kesampannya memperhatikan aspirasi

pemilih di daerah pemilihannya, model ini disebemgan istilatpolitico.

Faktor kelompok kepentingan adalah anggota lEgdisdalam membuat
keputusan-keputusan di lembaga legislatif diperiganieh berbagai tekanan dari
kelompok-kelompok kepentingan. Kelompok kepentingem bisa berasal dari
kelompok kepentingan bidang usaha atau profeshgidegama, bidang daerah atau
bidang lainnya. Pengaruh kelompok kepentingan émutama berkaitan membuat
Undang-Undang yang berkaitan yang bersentuhan dekgaentingan kelompok

tersebut.

Faktor partai politik adalah anggota-anggota legiisl dalam membuat
keputusan-keputusan dipengaruhi oleh partai poltg mengutusnya. Pengaruh
partai politik ini biasanya lebih kuat, karena pagolitiklah yang punya kewenangan
untuk mencalonkan anggota-anggota legislatif, datelah terpilih bergabung dalam
organisasi legislatif berdasarkan asal parai poltang disebut fraksi. Partai politik
memiliki ideologi dan program partai yang harusgimahkan anggota-anggotanya
yang menjabat di lembaga legislatif, pengaruh pgaatik menjadi penentu terhadap

prilaku anggota legislatif.

Faktor eksekutif adalah anggota legislatif dalammimeat Undang-Undang
biasanya bersama-sama kepala pemerintahan. Pesheroidpat mempengaruhi
anggota-anggota legislatif dalam peroses perumusaang-Undang dimaksud, karena
pemerintah memiliki kepentingannya sendiri. Penteiirmengetahui Undang-Undang
yang menjadi prioritas untuk segera dibuat dalamgka payung hukum untuk

melaksanakan kebijakan dan program. Tekanan dasiden bisa berkaitan dengan
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pengesahan APBN, karena Presiden sangat berkegemmtdengan hal ini, sementara
legislatif memiliki kewenangan yang bidang angaregara ini. Tekanan terhadap
anggota leislatif bias berasal dari badan yudikgdiig bisa membatalkan pasal-pasal
yang terdapat pada Undang-Undang yang dibuat DRRPdssiden, karena Mahkamah

Agung mempunyai kewenangan utnuk hal tersebut.

Tom Miles dalam studinya terhadap konggres di rA&nyatakan, bahwa
tekanan kepada konggres dalam membuat Undang-gnoiaa berasal dari badan
peradilan atau MA, hal ini disebab terkait dengawénangan MA untuk menguji
materi fudicial reviewy atas produk Undang-Undang yang dilahirkan olehgkees.
Anggota konggres dalam membuat Undang-Undang tetampertimbangan badan
MA, karena lembaga ini dapat membatalkan sebagmiaal-pasal Undang yang dibuat
legislatif dan Presiden. Tekanan lembaga yudikatiiadap DPR ini, dapat dilakukan
pada masa proses perumusan sebuah Undang-Undagandermberikan masukan
kepada kedua lembaga yang berwenang membuat Utladayig tersebut. Peranan
lembaga peradilan dalam membuat Undang-Undangeniupakan perwujudachecks
and balanceuntuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yangikhlakanggota-
anggota DPR dan Presiden dalam membuat peraturamdagmgan. Praktek politik
penyalahgunaan kekuasan kedua lembaga tersebutshjaaterjadi dengan cara

berkulusi untuk kepentingannya masing-masihg.

David Mayhew dalam studinya tentang hubungan amggoggota Kongres
dengan konstituen menyatakan, anggota Kongres aebmgnusia yang rasional
memilih kebijakan yang terbaik untuk mrncapai tmjumaeraka yang nyata agar terpilih
kembali menjadi anggota Konggres. Untuk tujuan atnggota Konggres lebih banyak
mengeluarkan tenaga yang menguntungkan konstitwkvidual mereka, menciptakan
citra positif di mata electorat. Fungsi lainnya esgipmelayani kepentingan pablik dan
fungsi membuat kebiajakan publik menjadi tujuaruseler'*

Cox dan McCubbins dalam karyanya hubungan partétikpaengan anggota
legislative menyatakan, bahwa kekuasaan partaitipderhadap prilaku anggota

Kongres masih kuat. Anggota Kongres mementingkaokuterpilih kembali, namun

B pengaruh Badan Yudikatif kepada lembaga legislkiat Tom Miles, “Konggres Amerika"dalam
John T, Ishiyama & Marijke Breuning (Ed)lImu Politik Dalam Paradigma Abad Ke 2(Edisi
Indonesia), Jakarta: Kharisma Putra utama, 201354.

D.R.Mayhew, Congress: The Electoral ConnectjddewHaven, CT: Yale University Press, 1974
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partai-partai dapat menggunakan aturan dan proseduk mengontrol prilaku anggota
Kongres yang berasal dari partai tersébut.

Penjalasan teoritik bekaitan dengan prilaku angdegsslatif sebagaimana yang
dikemukakan tersebut di atas, memberikan pemahaladmva terdapat beberapa
institusi yang ikut membentuk prilaku anggota l&giE dalam melaksanakan
kekuasaannya vyaitu, konstituen, kelompok kepentingaartai politik, eksekutif,
yudikatif, dan kepentingan anggota legislatif iendiri. Faktor yang dominan yang
mempengaruhi prilaku anggota legislatif adalah grerpolitik. Hubungan aktor

linkungan dan prilaku anggota DPR dapat dilihatgpgambar.

Kelompok Partai Politik
Kepentingan l
Prilaku

Anggota
/ Legislatif
Yudikatif

2. Aplikasi Teori: Kasus Indonesia

Studi tentang prilaku anggota legislative Indonettalis oleh para ilmuwan antara
adalah Ichlasul Amal dan Alfian dan Ichlasul Amdienurut Amal prilaku anggota DPR masa
Orde Baru tidak berdaya mengimbangi kekuasaandemggprilaku anggota DPR pada masa ini
cenderung menyesuaikan diri dengan kekuasaan Pnesitariable yang dianggap memiliki
pengaruh terhadap prilaku DPR vyaitu pihak eksekytdrtai politik, kelompok pebisnis
dadalam menjalankan fungsi dan sesama anggotararliéu sendirt®

Alfian menguraikan model prilaku anggota DPR masdeCBaru disebutnya dengan
istilah “4D" (Datang, Duduk, Diam, Duit). Istilahaypg diberikan kepada prilaku anggota DPR

yang hanya berperan sebagai lembaga pemberi legitikepada Presiden pada masa itu.

>Cox, G.W., & McCubbins, M.D.Legislative Leviathan: Party Government in the Hougnd ed.)
Cambridge. UK: Cambridge University Press, 2007.

'8 |chlasul Amal, Pemberdayaan DPR dalam Upaya Deatisksi, Riza Noer ArfaniDemokrasi
Indonesia Kontemporgdakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, Bab 6.
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Faktor ketidakberdayaan anggota DPR yang demikiardisebabkan beberapa faktor yaitu
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor intrpaitu Tata tertib DPR untuk melaksanakan
fungsinya yang rumit, dan DPR tidak memiliki teaaghli untuk mendukung fungsi dan
kekuasaan. Faktor Faktor eksternal yaitu sistemitilpolndonesia bersifat otoriter dan

sentralistik yang berpusat di di tangan Presidermin@at DPR tidak mampu untuk

mengimbanginya. Media massa yang kurang mendukwergnpDPR, media massa ikut
memplikasikan aspek-aspek kelemahan DPR. kekudstaa partai politik yang begitu kuat

yang memiliki instrument recall untuk dapat memieetikan anggota-anggotanya DPR yang
tidak mematuhi instruksi ketua partai.

Studi prilaku anggota parlemen dilakukan leh Valsimka (2008), dengan
fokus studi prilaku anggota MPR dalam proses antaerdeUJUD 145. Salah satu hasil
studinya menyatakan bahawa perdebatan fraksi-frddfR selama peroses
amandemnen UUD 1945 tahun 2000 sampai tahun 200&2rrai oleh pengaruh
idelogi partai politik, terutama antara partai ydregideologi Nasionalis yang dimotori
PDI-P dengan partai yang berideologi Islam yancgpdtitvPPP dan PK&®

Asran Jalal dalam studinya tentang pertarunganmdgdeoses perumusan Undang-
Undang No 11 Tahun 2006. Kesimpulan studinya megat bahwa sikap dan pandangan
fraksi-fraksi DPR dipengaruhi idelogi partai pidiyyaitu partai beraliran ideologi nasionalis
mengutama nilai persatuan dan non-sektarian yamgkili faksi Partai Demokrasi Indonesia
(F-PDIP), dan Frakasi berideologi Islam Modernis nmgamakan nilai kemanusian,
demokrasi, dan nilai ajaran Islam yang diwakiliksiaPPP dan Partai Keadilan Sejahtera (F-
PKS)X

Studi prilaku legislatif di Indonesia pada umumnyenyatakan bahwa pengaruh
Presiden sebagai kepala negara, peranan ketuagpaitia dan ideologi partai cukup dominan
dalam mempengaruhi prilaku anggota DPR dalam mafeaksn fungsi dan perannya. Model
keterkaitan partai politik terhadap prilaku angg@®R dapat dilihat pada pada gambar

dibawah ini.

7 Alfian, “Masalah Pelaksanaan Fungsi DPR yang diikan Oleh UUD 1945", dalandurnal llimu
Politik No.7,PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.

¥ valina Singka Subektienyusun Konstitusi Transisi Pergulatan Kepentingan Pemikiran dalam
Proses Perubahan UUD 1943akarta: Rajawali Pers, 2008, him. 27 dan 318.

% Asran Jalal, Politik Desentralisasi Pertarungarekéipgan dalam Perumusan Undang-Undang No 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, JakartauRelhjnu, 2019.
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Presiden

Ideologi
Partai

B. Konsep Korupsi

Konsep korupsi dalam studi ini mengacu pada Undamdang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberanfEisdak Pidana Korupsi (UU
No. 31/1999) dan Undang-Undang Republik Indonesiendf 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentanth&antasan Tindak Pidana
Korupsi (UU N0.20/2001). UU No. 31/1999 Pasal 2 &asal 3.

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang yawgra melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atangiain yang suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekamaragara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjanmagpsingkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paledjkgé Rp. 200.000.000.00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000@@@O00 (satu miliar rupiah)Ayat
(2). menueybutkan“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dinthkkalam

ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidant dapat dijatuhkah Pasal 3
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menyatakan‘Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkarseidiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewemahkg@sempatan, atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan atamasgaag ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keoanggara atau perekonomian
negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hathy pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duahjulahun dan atau denda paling
sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dgmaling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupi&h)

UU No0.20/2001 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Dip&dddengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama ®4d)i tahun dan atau pidana denda
paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh jutgpiain) dan paling banyak Rp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiatlap orang yang: a. memberi atau
menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atalef@mggara negara dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negaebtgrberbuat atau tidak berbuat
sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan déegejibannya; atau b. memberi
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelengggssankarena atau berhubungan
dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajithakiikan atau tidak dilakukan
dalam jabatannya. Ayat (2) menyatakan “Bagi pegamegeri atau penyelenggara
negara yang menerima pemberian atau janji sebagairdenaksud dalam ayat (1)
huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yangassebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).”
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BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lahdpendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilk&n dalamsettingtertentu yang ada
dalam kehidupan riil dengan maksud menginvestigasi memahami fenomena apa
yang terjadi dan bagaimana terjadirjaPenelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan alasan. Pertama, penelitian ignekankan pemahaman terhadap
fenomena sosial melalui gambaran holistik dan mebgrgak pemahaman
mendalant! Kedua, penelitian ini tanpa bertujuan mengujohégis. Ketiga, penelitian
ini tidak menggunakan prosedur analisis statigtige penelitian ini bersifat dekriptif-
analitis yakni tipe penelitian yang berusaha mendmakan realitas sosial yang
kompleks melalui penyederhanaan dan Kklasifikasigdenmemanfaatkan konsep-

konsep yang bisa menjelaskan suatu gejala sos@isanalitis?
B. Sumber Data

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, papglan data dalam
penelitian ini dilakukan melalui dua tehnik atauecpengumpulan data. Pertama, studi
pustaka, yakni sejumlah informasi yang diperolehlaine penelusuran terhadap
sumber-sumber tertulis, berupa data-data yanguivdysr dari dokumen terutama
risalah pembahasan RUU PA, buku-buku, disertasis,tgurnal, majalah, koran dan

media internet.

Kedua, wawancara mendalam-@ept intervie\y yakni serangkaian informasi yang
diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pam@swmaber. Tujuannya adalah

untuk melengkapi informasi yang tidak diperoleh ahal studi pustaka. Wawancara

20 saifuddin Zuhri Qudsi, Pengantar Bayang-Bayangniige Revolusioner Penelitian Kualitatif, dalam
Norman K. Denzim dkk (ed),he Sage HandBook of Qualitative Reseaedlisi ketiga, Jakarta: Pustaka

Pelajar, 2010, him. vxiii.

2 Lexi J, Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatifedisi revisi), Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2006, him. 31.

22, VredenbregiMetode dan Teknik Penelitian Masyaragkdgekarta: PT Gramedia , 1983, him. 34-35.
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mendalam dilakukan dengan menggunakan instrumeonmad wawancaranterview
guide. Dalam melakukan wawancara mendalam dengan mabesy penelitian ini
juga menggunakan alat rekam, dengan tujuan agansseiata dari narasumber dapat
terdokumentasi dengan baik. Wawancara mendalamaderngga dilakukan melalui
tehnik diskusi tanpa menggunakan pedoman wawandartulis dan tanpa
menggunakan alat rekam. Hal ini dimaksudkan agaasnanber dapat memberikan
data secara bebaslama informan dan nama anggota DPR yang terlidatrdpembahasan

menggunakan nama inisial, hal ini dimaksudkan dalangka menyesuaikan dengan budaya

masyarakat Indonesia. Narasumber yang menjéaindaeneltian ini adalah:
1. Razuni Muladi (anggota DPR Periode RI 1997-199@pptanggal 5 Februari 2020.

2. Bonar Poltak anggota DPRD Kota Bogor periode912304 pada tanggal 28
Februari 2020.

3. .Najib Amran anggota DPR RI Periode 2004-20p8yla tanggal 30 Januari 2020. 3.
Gafan Sahroni Staf khusus MPR periode 2004-2008 patggal 10 Februari 2010. 4.
4. Edy Hambali, Sekretaris Daerah Kabupaten SarRpdyinsi Kalimantan Tengah

periode 2005-2009, tanggal 10 Februari 2020.

5. Alfian Purwanto, Staf Khusus Kementrian PendidiNasional Indonesia periode
2018-2019, tanggal 11 Februari 2020.

C. Analisis Data

Analisa data pada dasarnya mengatur urutan datay yakan disajikan,
mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori shtuan uraian dasar yang
sudah digariskan. Analisa data kualitatif biasamdapat dilakukan dalam proses
pengumpulan data, tapi analisa data yang inteilaiukan setelah pengumpulan data
selesai. Analisa data penelitian ini dilaksanakafad empat tahap yaitu tahap
pengecekan data, tahap pengkatagorian data dap f@wafsiran data, dan tahap

kesimpulan.

Pertama tahap pengecekan data. Pengecekan data dalamlitipeneni
menggunakan tehnik triangulasi. Menurut Lexi J. &bolg, triangulasi adalah tehnik

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkatusgang lain di luar data itu
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untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembaneihgdap data it Tehnik
triangulasi yang digunakan dalam penelitian inilalklasetelah data diperoleh melalui
kepustakaan dan wawancara dilakukan pengecekarsaata lainnya. Misalnya data
hasil wawancara dengan nara sumber yang satu agak dlengan data-data dengan
nara sumber lainnya. Data hasil wawancara juga di@k dengan data yang berasal
dari studi pustaka. Hal ini dimaksudkan agar pgayalata dalam penelitian ini betul-
betul akuratKedua,tahap pengkatagorian atau pengklafikasian datenbg&hap ini
data-data yang sudah dicek, kemudian diklasifikdau dikatagori menurut urutan
pembahasan dalam penelitifetiga, tahap penafsiran data. Pada tahap ini dilakukan
penafsiran atau pemberian makna yang signifikdmt&p data yang diklasifikasi dan
dicari hubungannya satu sama lakkeempat tahap pengambilan kesimpulan dan
implikasi teori. Pada tahap ini dilakukan pengamamikesimpulan terhadap data dan

fenomena yang sudah disusun untuk menjawab pegarpanelitian.

2 bid, him. 330-331.
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BAB IV
HASIL DAN ANALISISPENELITIAN

A. Pgabat Kmentrian, Pgabat Pemda, Pengusaha dan Prilaku Kourupsi
Anggota DPR

1.DPR Periode 1999-2004

DPR 1999-2004, jumlah anggota sebanyak 500 orangagheperincian 462
dipilih melalui Pemilu, sebanyak 38 orang dianglati ABRI. Komposisi anggota
DPR yang demikian sesuai dengan Undang-Undang Nemdahun 1999 tentang
Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rdkgean Perwakilan Rakyat,
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 11 ayat(2), dan (3). Ayat (1)
menyatakan” (1) Pengisian Anggota DPR dilakukanddsarkan hasil Pemilihan
Umum dan pengangkatan. Ayat (2) menyatakan “ DP&rieatas : a. anggota partai
politik hasil Pemilihan Umum; b. anggota ABRI yandiangkat. Ayat (3)
menyatakan“ Jumlah Anggota DPR adalah 500 orangaterincian a.anggota partai

politik hasil Pemilihan Umum, sebanyak 462 orangbggota ABRI yang diangkat,
sebanyak 38 orang.”

Proses menjadi anggota DPR pada Pemilu 1999 mekagurdua kemanisme
yaitu dipilih melalui Pemilu sebanyak 500 orang dhangkat berasal dari anggota
Angakatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sghk 38 orang. Pengangkatan
anggota ABRI ini berdasarkan kompromi antara keloknpeformasi dengan ABRI,
karena proses transisi demokrasi Indonesia melketumpromi antara kelompok

statusquo dengan kelompok reformasi. KomposisigtrBPR Pemilu 1999 lihat pada
tabel di bawah ini.
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Tabel 1
Fraksi DPR 1999-2004
Fraksi Partai Jumlah
Anggota

1.F-PDIP Partai Demookrasi Indonesia

Perjuangan 153
2.F-PG Partai Golongan kar 120
3. F-PPP Partai Persatuan Pembangunan 58
4. F-PKB Partai Kebangkitan Bangsa 51
5. F-PAN Partai Amanat Nasional 34
6. F-PBB Partai Bulan Bintang 13
7. F-PK Partai Keadilan 7
8. F-PDKB Partai Demokrasi Kasih Bangsa 5
9. F-PNU Partai Nahdatul Umat 5
10. F-PKP Partai Keadilan dan Persatuan 4
11.F-PDI Partai Demokrasi Indonesia 2
12.F-PDR Partai Daulat Rakyat 2
13.Fraksi  yang
memiliki 1 kursi 8
sebanyak 8 parta
14. Fraksi Non-Partai 38
TNI/Polri
Jumlat 50C

Sumber: Komusi Pemilihan Umum (KPU)

Fraksi-fraksi yang memiliki 1 kursi yaitu Fraksirka Kebangkitan Ummat (F-
PKU) 1 kursi, Fraksi Partai Syarikat Islam IndomeéiF-PSIl), Fraksi Partai Politik

Islam Indonesia Masyumi (F-PPIIM), Fraksi Nasioh@donesia-Front Marhaenis (F-

PNIEM),

Fraksi Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indian€~-PIPKI), Faksi Partai
Indoneisia -Masa Marhaen (F-PNIMM), Fraksi Partdiitneka Tunggal Ika (F-

PBTII), Fraksi Partai Persatuan (F-PP).

DPR RI memiliki beberapa Komisi, sebagaimana tertphda tabel di bawah

ini.
Tabel 2
Komisi-Komisi DPR RI
Komisi Lingkup Tugas MitaKerja
| Pertahanan, Luar Negeri, | Kementrian Pertahanan (Kemhan), Kementrian Luar
Komunikasi dan Informatika, | Negeri (Kemenlu), Kementrian Komunikasi dan
Inteligen Informatika (Kemkominfo), Panglima Tentara Nasional

Indonesia (TNI)/Markas Besar (Mabes) TNl Angkatan
Darat (AD), Angkatan Laut (Al), dan Angkatan Udara
(AU), Badan Inteligen Negara (BIN), Banda Siber dan
Sandi Negara (BSSN), Lembaga Ketahan Nasional
(Lemhanas), Badan Keamanan Laut (Bakmala),
D(ewan Pertahanan Nasional (Wantanas). Lembaga
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Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RI),
L embaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
(LPP TVRI), Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI' Pusat, Lembaga Sensor Filem (LSF), Perum
LKBN Antara

Pemerintahan Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah, Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, Pertanahan
dan Reformasi Agraria

Kementrian Dalam Negeri RI, Kementerian Sekretariat
Negara RI, Kementrian Agraria, dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Kementrian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI, Sekretaris Kabinet, Kantor Staf Presiden
(KSP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DK PP)
RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga
Administrasi Negara (LAN), Ombudsman RI (ORI),
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI), Komisi Aparatur
Sipil Negara (KASN), Badan Pembina |deologi
Pancasila (BPIP)

Hukum, Hak Asasi manusia (HAM),
Keamanan

Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Ag
Manusia, Mahkamah Agung,
Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Tedss
Keuangan , Lembaga  Perlindungan  Saksi

Korban, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasig
Penanggulangan Terorisme, Skretarian Jenderal 813
Permusyawaratan Rakyat (Setien MPR), Sekretd

Jenderal (Setjen DPD).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaks@an
Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi

asi

Mahkamah Konstitusi,

dan
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nan,
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ada
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)
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ional

v Pertanian,Lingkungan Hidup dgnKementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hi

Kehutanan, dan Kelautan. dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perika
Perum Bulog, dan Badan Restorasi Gambut (BRG).

\% Infrastruktur,  Transportasi, DaergtKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan R4
Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Perhubungan, Kementerian De¢
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasirB
Pencarian dan Pertolongan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Badg

Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) B
Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura (BPWS)

VI Perindustrian, Perdagangan, KoperaKementerian Perindustrian, Kementerian Perdagan
UKM,BUMN, Investasi,dan Standarisas Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Ke
Nasional. Menengah;Kementerian Negara BUMN, termasuk sely

BUMN; Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), B3
Standarisasi Nasional (BSN), Badan Pengusahaand&am
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pel3
Bebas Sabang, Badan Perlindungan Konsumen Nag
(BPKN); dan Dewan Koperasi Indonesia,

Vil Energi, Riset dan Teknolog|, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ba

Lingkungan Hidup

Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Bg
Tenaga Nuklir (BATAN), Badan Pengawas Tenaga Nu
(BAPETAN), Badan Informasi Geospasial, Badan Pang
Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas), Satuan Kerja Kbas
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas B
(SKK Migas), Lembaga Penerbangan dan Antari

dan
dan
Klir
at

umi
ksa
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Nasional (LAPAN), Lembaga IImu Pengetahuan Indanesi
(LIPI), Lembaga Eikjman, Dewan Riset Nasional, Dewa
Energi Nasional (DEN), Pusat Peragdan
IPTEK,Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutarjan
(Bidang Lingkungan Hidup), Kementerian Riset Telogol
dan Pendidikan Tinggi (Bidang Riset Teknologi)

VI Agama, Sosial, KebencanagnKementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan daPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Badan
Perlindungan anak; Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Amil Zakat

Nasional, Badan Wakaf Indonesia, Komisi Perlindumga
Anak Indonesia, Badan Pengelola Keuangan Haj;

1X Kesehatan, KetenagakerjagnKementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan,
Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasjonal
(BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan
POM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS
Kesehatan), BadarPenyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

X Pendidikan, Olahraga, Pariwisata daKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian
Ekonomi Kreatif Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuaia
Olahraga, Perpustakaan Nasional
XI Keuangan, Perbkar Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan| dan

Pembangunan Nasional (PPN) / BAPPENAS, Bafan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan
Pusat Statistik (BPS), Setjen BPK, Bank Indonesia,
Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB),
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa PemerintalPjl.KP
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)

Sumber: dpr.go.id, diunggah tanggal 27 Januari 2020.

DPR Pemilu 1999 dalam melaksanakan kewenangan gigemgawasan
menghasilkan 3 hak interpelasi dan 1 hak angkek iAgerpelasi dimaksud adalah
dilakukan 2 kali pada pemerintahan Presiden abdumahWahid dan 1 kali masa
pemerintahan Presiden megawati Soekarnoputri. Hegtpielasi pada masa Presiden
Abdurrahman Wahid yang pertama dilaksanakan tdngigaNovember 1999 isu
tentang pembubaran Departemen Sosial dan DepartBemrangan. Hak interpelasi
kedua dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2000 msang pemecatan Hamza Haz dan
Laksamana Sukardi dari Menteri Kabinet. Hak intapelpada masa pemerintahan
Presiden Megawati Soekarnoputri dilaksanakan tdn@dajuni 2002 isu tentang
lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan. Hak angketkslaakan masa pemerintahan

Presiden Abdurahman Wahid pada tanggal 28 Agus@@0,2isu tentang Dana
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Yanatera Badan LogistikBiloggat¢ dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam
(Bruneigat§.?*

Anggota DPR RI 1999-2004, terdapat sebanyak 39 aciagPR Komisi IX
terlibat korupsi dan dihukum penjara oleh Pengadilamdak Pidana Korupsi (Tipikor)
atas tuntutan yang diajukan Komisi Pemberantasamgso (KPK). Bentuk korupsi
yang dilakukan anggota DPR dimaksud adalah meneuging suapraveller cheque
(TC) dari Miranda Goeltom dalam proses pemilihansgiagai calon Deputi Gubernur
Senior Bank Indonesia (DGSBI) tahun 2004. Anggatggata Komisi IX DPR yang

terlibat kasus uang suap TC dimaksud antaradigpat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 3
Anggota DPR 1999-2004 Penerima Uang Suap Pemilihan Deputi Guber nur
No Nama Fraksi/Ko Vonis Hukuman Kasus
misi
1. Hamka Yandhu F-PG/IX 2 tahun, denda Rp200Uang Suap Pemiliha
juta, 17 Mei 2011 Calon Deputi_ Gubernu
Bank Indonesia
2. Baharuddin F-PG/IX 1 tahun 4 bulan,8 JuniUang Suap Pemiliha
Aritonang 2011 Calon Deputi Gubernu
Bank Indonesia
3. Anthony  Zeidra| F-PG/IX 1 tahun 4 bulan, dendaUang Suap Pemiliha
Abidin Rp500 juta, 17 Junj Calon Deputi Gubernu
2011 Bank Indonesia
4 Ahmad Hafiz| F-PG/IX 1 tahun 4 bulan, dendaUang Suap Pemiliha
Zawawi Rp500 juta, 17 Junj Calon Deputi Gubernu
2011 Bank Indonesia
5 . Boby | F-PG/IX 1 tahun 4 bulan, dendaUang Suap Pemiliha
Suhardiman Rp500 juta, 17 Junj Calon Deputi Gubernu
2011 Bank Indonesia
6 Paskah Suzetta F-PG/IX 1 tahun 4 bulan, dendaUang Suap Pemiliha
Rp500 juta, 17 Junj Calon Deputi Gubernu
2011 Bank Indonesia
7 Hengky Baramuli | F-PG/IX 1 tahun 4 bulan , 17 Uang Suap Pemiliha
Juni 2011 Calon Deputi Gubernu

2 Syamsuddin Harisiormat Baru Relasi Presiden-DPR dalam DemokrasisRiensial di Indonesia
Pasca-Amandemen Konstitusi (2004-200R)ngkasan Disertasi Universitas Indonesia, Fakultmu
Sosial dan limu Politik, Program Studi llmu Poljt2008, h. 7-8.

%5 Sumber Olahan Tabel: antikorupsijateng.wordpress.comdiunduh tanggal 5 Januari  2010.
Liputan6.com diunduhtanggal 22 Desember 20R3ppler.com diunduh tanggal 15 Desember 2019.
new.detik.com,dunduh tanggal 12 Januari 2020. kpkfco.id, diunduh tanggal 11 Januari 2020.

antikorupsi.org, diunduh 7 Januari 2020, bbc.coa¢an, kompas.com, diunduh 15 Januari 2020. marden.
Nasional.tempo.com, diunduh tanggal 15 Januari 2€i&fy.com, diunduh tanggal 18 Januari 2020.
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8 Reza Kamarullah F-PG/IX 1 tahun 4 bulan , 17 Uang Suap Pemiliha
Juni 201 Calon Deputi Gubernu
Bank Indonesia
9 Asep  Ruchimat F-PG/IX 1 tahun 4 bulan , 17 Uang Suap Pemiliha
Sudjana Juni 201| Calon Deputi Gubernu
1 tahun 4 bulan , 17 Bank Indonesia
Juni 201
10 | TM Nurlif F-PG/IX 1 tahun 4 bulan , 17 Uang Suap Pemiliha
Juni 201| Calon Deputi Gubernu
Bank Indonesia
12 | Marthin Bria | F-PG/IX 1 tahun 4 bulan, dendaUang Suap Pemiliha
Seran Rp500 juta, 17 Junj Calon Deputi Gubernu
2011 Bank Indonesia
13 | Endin AJ| F-PPP/IX | divonis 1 tahun 3 bulan Uang Suap Pemiliha
Soefihara , penjara. 8 Agustus 2010 Calon Deputi Gubernu
Bank Indonesia
14 | Uray Faisal Hamid| F-PPP/IX Uang Suap Pemiliha
Calon Deputi Gubernu
Bank Indonesia
15 | Daniel Tandjun¢| F-PPP/Ix 1 tahun 3 bulan, 1| Uang Suap Pemilihe
April 2011 Calon Deputi Gubernu
Bank Indonesia
16 | Sofyan Usman F-PPP/IX | 1 tahun 3 bulan, 13 Uang Suap Pemiliha
April 201 Calon Deputi Gubernu
Bank Indonesia
17 | Dudhie Makmun| F-PPP/IX | 2 tahu denda RplOpUang Suap Pemiliha
Murod juta, 17 Mei 2011] Calon Deputi Gubernu
Bank Indonesia
18 | Willem Tutuarima | F-PDIP/IX | 1 8 bulan, 16 Juni 201l Uang Suap Pemiliha
Calon Deputi Gubernu
Bank Indonesia
19 | Sutanto Pranoto | F-PDIP/IX | 1, 5 tahun, 22 JuniUang Suap Pemiliha
2011 Calon Deputi Gubernu
Bank Indonesia
20 Agus Condro| F-PDIP/IX | 1 tahun 3 bulan dendaUang Suap Pemiliha
Prayitno Rp 50 juta, , 16 Junj Calon Deputi Gubernu
2011 Bank Indonesia
21 F-PDIP/IX | 1tahun 5 bulan, 22 JuniUang Suap Pemiliha
M.  Igbal 2011 Calon Deputi Gubernu
Bank Indonesia
22 | Budiningsih F-PDIP/IX | 1tahun 5 bulan, 22 JuniUang Suap Pemiliha
2011 Calon Deputi Gubernu
Bank Indonesia
25 | Rusman F-PDIP/IX | 1tahun 8 bulan, 16 JuniUang Suap Pemiliha
Lumbantoruan 2011 Calon Deputi Gubernu
Bank Indonesia
26 | Max Moein F-PDIP/IX | 1 tahun 8 bulan, 16 JuniUang Suap Pemiliha
2011 Calon Deputi Gubernu
Bank Indonesi
27 | Jeffrey Tongas F-PDIP terasangka Uang Suap Pemiliha
Lumban /IX Calon Deputi Gubernu
Bank Indonesia
28 | Matheos Pormes | F-PDIP/IX | 1,5 tahun, 22 Juni 201LlUang Suap Pemiliha
Calon Deputi Gubernu
Bank Indonesia
29 | Engelina F-PDIP/IX | 1tahun 5 bulan, 22 JuniUang Suap Pemiliha
Pattiasina 2011 Calon Deputi Gubernu
Bank Indonesia
30 | SuratalHW F-PDIP/IX Uang Suap Pemiliha
Calon Deputi Gubernu
Bank Indonesia
31 | Ni Luh Mariani | F-PDIP/IX | 1,5 tahun, 22 Juni 2011Uang Suap Pemiliha
Tirtasari Calon Deputi Gubernu

Bank Indonesia

=
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32 | Soewarno F-PDIP/IX | 1,5 tahun, 22 Juni 2011 Uang Suap Pemilihan
Calon Deputi Gubernu
Bank Indonesia
33 | Panda Nababan | F-PDIP/IX | 1 tahun 5 bulan, 22 JuniUang Suap Pemilihan
2011 Calon Deputi Gubernu
Bank Indonesi

36 | Udju Djuhaeri F- 2 tahun, denda Rp500Uang Suap Pemilihan
TNI/Polri/l | juta, 17 Mei 2010 Calon Deputi Gubernu
X Bank Indonesia

Kasus korupsi anggota DPR periode 1999-2004 dalamilipan calon DGSBI,
melibatkan satu komisi dan mewakili hampir seluftdksi. Data tabel tersebut di atas
memberikan gambaran terdapat perbedaan hukumandjemigna pelaku, sementara
prilakunya sama yakni menyalahgunakan kekuasaaammdélentuk menerima suap
dengan imbalan memilih calon yang memberi uang.skafedaan tersebut dilandasi
peran anggota DPR dalam proses kesepakatan demd@am gemberi uang suap.
Anggota-anggota DPR yang berperan dalam prosep&iesian dengan calon DGSBI
memperoleh vonis hukuman yang lebih tinggi dari gatg lainnya yang hanya
berperan menyetujui kesepakatan tersebut.Aktor-aking terlibat dalam kasus uang
suap dalam pemililihan calon DGSBI adalah anggd®®Dcalon DGSBI, pengusaha,
dan penghubung (broker). Bagaimana relasi andglei RI, Clon DGSBI, Pengusaha,

broker dalam melakukan korupsi?

Kewenangan DPR dalam proses rekrutmen jabatan DGSBrtulis dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Banknesia (UU No0.23/1999)
Pasal 14 Ayat (1), (2) dan (3). Ayat (1) menyebatk@ubernur dan Deputi Gubernur
Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden demgasetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.” Ayat (2) menyatakan “Deputi Gubernur dikan oleh Gubernur dan
diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewawag#an Rakyat.” Ayat (3)
menyatakan “ Dalam hal calon Gubernur atau DepubeBnur Senior tidak memdapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakysebagaimana diudaiada Ayat (1) , Presiden

atau Gubernur wajib mengajukan calon baru.”

Mekanisme rekrutmen di Komisi biasanya calon yakgnadipilih, kemudian
dilakukan uji kelayakan dan kepatutéit and propert tegt Setelah melalui proses
tersebut dilakukan pemilihan oleh anggota Komisiloo yang memperoleh suara

terbanyak di bawa ke Rapat Paripurna DPR untukepgtgin semua anggota DPR,
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bisa melalui musyawarah ataating. Calon inilah yang kemudian diusulkan pimpinan
DPR kepada Presiden untuk diangkat menjadi pejabgara. Komisi DPR yang
memiliki kewenangan penyeleksi calon DGSBI adalami§i IX bidang Keuangkan
dan Perbankan. Komisi ini mitra kerjanya antaran ladalah Menteri Keuangan,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,|Bdmkesia, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, Perbankan, dan Ot@#as<guangan. Di DPR yang
diberi kewenangan dalam rekrutmen DGSBI oleh Korfi¥siyang menjadi lingkup
mitra kerjanya. Kewenangan DPR dalam pemilihanrc®18GBI berdasarkan UU No
23/19999 adalah memilih dari beberapa calon yangsutkan Gubernur Bl,
kewenangan Presiden dalam hal ini menetapkan dargesahkan hasil keputusan
DPR.

Pembahasan prilaku korupsi anggota DPR dalam iemilcalon DSGBI, akan
menjelaskan dua anggota DPR yang terlibat kassghet. Alasannya adalah kedua
anggota DPR RI tersebut mencerminkan prilaku armg@RR RI secara keseluruhan

yang terlibat.

Komisi IX DPR RI pada awal bulan Mei 2004 meneritogas dari Pimpinan
DPR-RI untuk melaksanakan proses uji kepatutankatayakan fit and proper tegt
dalam rangka pemilihan DGSBI. Presiden RI Megaw&diekarnoputri, sebagai
pelaksanaan ketentuan Pasal 41 UU No 23/1999 didbaban UU Nomor 3 tahun
2004 tentang Bank Indonesia (UU N03/2004), mengajuk orang calon DGSBI yaitu

Miranda Goeltom, Hartadi A Sarwono dan Budi Rochadi

MG Sebelum pelaksanaan pemilihan melakukan pertemdangan NN
(pengusaha), dimana dalam pertemuan tersebut MGnintee NN ikut membantu
mengusahakan kemenangan MG dafanand proper testDGSBI tahun 2004. MG
meminta NN memperkenalkan teman-temannya yang aesnjgggota Komisi IX DPR,
guna mencari dukungan atas pencalonannya. NN miitaiispertemuan antara MG
dengan beberapa anggota Komisi IX DPR RI yaitu EABSPPP), HY dan P S (F-PG),
dengan tujuan agar fraksi tersebut mendukung umeerilih MG dalanfit and proper
testcalon DGSBI.
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MG juga mengundang anggota Komisi IX dari F-PDIRgaihadiri oleh DMM,
ACP, EM dan yang lainnya di Hotel Dharmawangsa dakatas biaya dari MG.
Agendanya untuk meminta dukungan dalam pemilihanBIDSVMG kemudian
mengundang fraksi TNI/Polri pada Komisi IX DPR Rdity UD, DY, RS dan Su di
kantor MG bertempat di Gedung Bank Niaga-Jakarfat®&e Dalam pertemuan itu,
Miranda Goeltom meminta agar dalam pelaksarfdaand proper tespara anggota
dari fraksi TNI/Polri tidak menanyakan masalah adimya yaitu keretakan keluarga,
sebagaimana yang pernah terjadi dalam pelaksana@ilimn DGSBI tahun 2003
yang berujung pada tidak terpilihnya dirinya dalamses pemilihan tersebut.

NN menemui HY untuk membicarakan rencana pembédiaBll kepada anggota
Komisi IX DPR RI, tanggal 7 Juni 2004 sehari sabeMG menjalanfit and proper
test. NN menghubungi Ari Malangjudo (bukan nama sebsysr untuk datang ke
ruang kerjanya dan memintanya agar membantu mesigi@knis penyampaian tanda
terimakasih kepada anggota Komisi IX DPR. NN mempenjelasan bahwa HY yang
akan mengatur kode penyerahan cek sedangkan Ariandgigido hanya

mengantarkannya.

MG dan dua orang calon DGSBI pada tanggal 8 JOA4 2oukul 10.20 WIB,
mulai menjalani prosedit and proper testdi hadapan Komisi IX DPR yang
beranggotakan 56 orang, terdiri dari F-PG sebaniymbkrang, F-PDIP sebanyak 18
orang, Fraksi Reformasi (PAN dan PKS) sebanyakaigyrFraksi TNI/Polri sebanyak
4 orang, F-PKB sebanyak 4 orang, F-PPP sebanya&ngofraksi Gabungan (F PBB
dan F- KKI) masing-masing sebanyak 1 orang. KoiXdDPR telah melakukan voting
pemilihan suara dan sebagian besar anggota koneisiilih MG dengan perolehan
suara mayoritas yaitu sebanyak 41 suara Budi Roghathperoleh 12 suara, dan
Hartadi Sarwono memperoleh 1 suara, dan terpiliM@&hsebagai DGSBI.

Pada saaffit and proper testsedang berjalan, sekitar pk. 12.00 WIB, Ari
Malangjudo ditelpon oleh seorang laki- laki darPBIP yang menyatakan hendak
mengambil titipan dan menunggu di Restoran Bebalk Senayan. Ari Malangjudo
pun menyampaikan kepada NN. Atas perintah NN, A@lavigijudo menuju ke

Restoran Bebek Bali Senayan, dan dalam perjalaaaditélpon oleh EAJS yang
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mengatakan berencana akan mengambil titipan tasn@ielanja warna hijau dari N
N, dan ditunggu di Hotel Atlet Century Park sekjakul 14.00-15.00 WIB.

AM menemui DMM dari F-PDIP di Restoran Bebek Batian langsung
menyerahkan kantong belanja dengan kode merahMalangjudo menuju ke Hotel
Atlet Century Park untuk menemui EAJS dan menyaatldantong dengan kode hijau.
HY datang ke kantor NN di daerah Menteng JakartsaPpada malam hari, untuk
menemui Ari Malangjudo dengan maksud mengambil d@ntdengan kode kuning.
UD datang bersama 3 orang anggota fraksi TNI/Baiitu R. Su, Suy, dan DY, untuk
mengambil kantong kode putih. Setelah menerimaodkantbelanja kode putih, UD
mengeluarkan isi tas berupa 4 amplop putih danslamgy dibagi-bagikan kepada 3
rekannya, yang mana masing-masing amplop beriderh®ar cek travel Bll dengan
nilai Rp50 juta per lembarnya. UD dan ketiga kotggamasing-masing menerima cek
senilai Rp500 juta dengan nilai keseluruhannya Rfikar. Setelah menyerahkan
kantong tas itu, Ari Malangjudo menghubungi NN daelaporkan bahwa tugasnya
menyampaikan tas kantong belanja kepada para ang@iR telah selesai

dilaksanakan.

DMM (F-PDIP), EAJS (F-PPP) dan HY (F-PG) membagiibadC Bank
Internasional Indonesia (Bll) kepada kolega di $iaka masing-masing di Komisi 1X
DPR RI. DMM yang menerima kantong belanja dengatekoerah, di dalamnya berisi
TC BIl dengan nilai per lembarnya Rp50 juta denganlah keseluruhannya kurang
lebih Rp9,8 Miliar. Cek tersebut dibagi untuk dy@nsendiri sebanyak 10 cek senilai
Rp500 juta, ACP sebanyak 10 lembar senilai Rp5@) M sebanyak 4 lembar senilai
Rp200 juta, dan selebihnya dibagikan kepada tem@ianinya sesama anggota Komisi
IX dari F-PDIP. EAJS yang menerima kantong belatgagan kode warna hijau, di
dalamnya berisi TC BIl dengan nilai per lembarnyp5680 juta dengan jumlah
keseluruhannya senilai Rp1,25 Miliar. Cek itu dikag untuk dirinya sendiri sebanyak
10 lembar senilai Rp500 juta, DT, SU dan UFH masitasing 5 lembar senilai Rp250
juta. HY yang menerima kantong belanja dengan kedma kuning, di dalamnya
berisi TC BIl dengan nilai per lembarnya Rp50 jdengan jumlah keseluruhannya
senilai Rp7,8 Miliar. Cek itu dibagi untuk diring@ndiri 10 lembar senilai Rp500 juta,
PS sebanyak 12 lembar senilai Rp600 juta, dan iselgh kepada teman-temannya
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sesama anggota komisi IX dari F-PG. MG dengan dibBiN, telah memberi TC BII
senilai Rp20,85 Miliar, yang merupakan bagian datal 480 lembar TC BIl senilai
Rp24 Miliar kepada anggota DPR &I.

Prilaku anggota DPR RI periode 1999-2004 dalam ksalaakan kekuasaannya
didominasi oleh prilaku korupsi dengan menerimagudari calon DGSBI melalui
broker, sebagai imbalan memilih MG menjadi DGSBAktor yang terilibat kasus
korupsi pemilihan Calon DGSBI adalah anggota DRIRG sebagai calon DGSBI, dan
broker. Model relasi anggota DPR dengan MG calonSBIG dan hubungan MG
dengan broker bersifat saling menuntungkémutually beneficial relationshjp
Anggota DPR memilih MG sebagai DGSBI dan meneriar@gudari MG sebesar Rp 24
miliar atas jasanya menggunakan kekuasaannya. Mi@pereleh kekuasaan teripilih
menjadi DGSBI dan memberikan uang kepada anggof BBroker menerima uang

atas jasanya sebagai penghuhubung kepentingantarigB®& dan kepentingan MG.

2.DPR RI Periode 2004-2009

DPR RI semenjak Pemilu tahun 2004 terdiri dari DR®IRdan Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Keberadaan &dedmbaga ini merupakan hasil
amandemen UUD 1945 (UUD 1945) pada tahun 2002 eBnoenjadi anggota DPR RI
diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945jl Bmandemen Pasal 19 ayat
(1) menyebutkan “Anggota Dewan Perwakilan Rakyatilii melalui Pemilihan
Umum. Kewenangan DPR RI bidang peundangan dan pasga diatur pada Pasal
20, 20A, 21, dan 23.

“Pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang dsdan membentuk
undang-undang. (2) menyebutkan “Setiap rancangetang-undang dibahas
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untukdaggat persetujuan
bersama.(3) Jika rancangan undang-undang itu tidakdapat persetujuan
bersama, rancangan undang-undang itu tidak boiejukdn lagi dalam
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.P¢ésiden mengesahkan
rancangan undang-undang yang telah disetujuiabersuntuk menjadi
undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undangAgndyang telah
disetujui bersama tersebut tidak disahkan oledsiBen dalam waktu tiga

*® acch-kpk.go.iddiunduh tanggal 8 Januari 201@aindonesia.condiunduh tanggal 9 Januari 2010.
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puluh hari semenjak rancangan undang-undang bigrse disetujui,
rancangan undang-undang tersebut sah menjadingnaelang dan wajib
diundangkan.”

“Pasal 20A (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki dsn legislasi,

fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. (2) Dafefaksanakan fungsinya,
selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain ddgdJndang Dasar ini,
Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplaask angket, dan hak
menyatakan pendapat. (3) Selain hak yang diatlandgpasal-pasal lain
Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan d&élam Rakyat

mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikah dan pendapat,
serta hak imunitas.”

“Pasal 21 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhaknga@kan usul
rancangan undang-undang. Pasal 22 (1) Dalam kall ikegentingan yang
memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan ripgthe sebagai
pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintiahharus mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pergataryang berikut. (3)
Jika tidak mendapat persetujuan, maka peratur@mepntah itu harus
dicabut.”

Kewenangan DPR RI bidang anggaran diatur pada Pasal

“Pasal 23 (1) Anggaran pendapatan dan belanja aegmivagai wujud dari
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiam taéingan undang-undang
dan dilaksanakan secara terbuka dan bertangguwgbjauntuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.(2) Rancangan undagepngn anggaran
pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Bresidtuk dibahas bersama
Dewan Perwakilan = Rakyat dengan memperhatikaningeahgan Dewan
Perwakilan Daerah. (3) Apabila Dewan PerwakilarkyRa tidak menyetujui
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negeayaiusulkan oleh
Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Petadapian Belanja Negara
tahun yang lalu?®”

Konstitusi Indonesia memberikan kedudukan dan kewgan kepada DPR RI
bidang legislasi, pengawasan dan anggran. Bidajigldsi, membuat Undang-Undang
DPR bersama-sama dengan Presiden. Usulan Rangaandihthdang (RUU) bisa
berasal dari Presiden bisa juga berasal dari DR@RaNg pengawasan, DPR memiliki
kewenangan untuk mengawasi Presiden dalam melderariekuasaannya melalui
hak yang dimiliki DPR, kewenangan ini dimaksudkamuk mencegah Presiden
menyimpang dalam melaksanakan kekuasaannya. Bidaggaran, DPR memiliki

kekuasaan bersama-sama dengan Presiden menetapkmaran dan Pendapatan
Belanja Negara (APBN).

*” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaBdA.
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DPR 2004-2009 terdiri dari 10 fraksi, komposisi goig fraksi terdapat pada

tabel.
Tabel 4
Fraksi DPR 2004-2009
1.F-PG Partai Golongan karya 127 129
-Partai Karya Peduli Bangsa 2
2. F-PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 109 9 10
3.F-PD Partai Demokrat 56 60
-Partai keadilan dan Persatuan 1
-Partai Pelopor 3
4. F-PPF Partai Persatuan PembangL 58 58
5. F-PAN Partai Amanat Nasior 53 53
6. F-PKB Partai Kebangkitan Banc 52 52
7. F-PKS PartaiKeadilan Sejahte 45 45
8. F-BPD Bintang Pelopor Demokre 14
-Partai Bulan Bintang 11
-Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan 4
-Partai Penegak Demokrasi Indonesia 1
-PNI Marhaen 1
9. F-PBR Partai Bintang Reformasi 14 14
10.F-PDS Partai Damai Sejahtera 13 13
Total 550 550
Keanggotaan dan kewenangan DPD diatur dalam UUDB Faéal 22C, 22D.
Pasal 22C:

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dariiage provinsi melalui

pemilihan umum. (2) Anggota Dewan Perwakilan Daetari setiap provinsi

jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DewawdaRéan Daerah itu

tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DewamnnBkilan Rakyat. Ayat (3)

Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangalangrundang yang
berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusaddarah; pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaabeswdaya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangaargan pusat dan daerah;
serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Pdamalkakyat atas

rancangan undang-undang anggaran pendapatan danjabenegara dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan paghdidikan, dan

agama.”

Kewenagan DPD daitur pada Pasal 22D ayat (1) dan (2

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepadan Perwakilan

Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan deigpomi daerah, hubungan
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pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran sertapenggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya mkonlainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat aaahdg2) Dewan Perwakilan
Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaaindang-undang
mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekasm pknggabungan daerabh,
hubungan pusat dan  daerah, pengelolaan sumbarat@y dan sumber daya
ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan bdtanja negara, pajak,
pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasilapesginnya itu kepada Dewan
Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan wlitinkiaklanjuti.”

Mekanisme pengisian anggota DPD diatur dalam ULRRI®003 Pasal 32 dan
Pasal 33 Ayat (1) dan (2). Pasal 32 menyatakan “D#r8iri atas wakil-wakil daerah
provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.” P&sa3 Ayat (1) menjelaskan
“ (1)Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkaraeyak empat o rang.” Ayat (2)
menyatakan “Jumlah seluruh Anggota DPD tidak lelaih 1/3 jumlah Anggota DPR.”

Kedudukan DPD sebagaimana uraian tersebut di ké@genangannya hanya
sebatas memberikan usulan kepada DPR bidang legdéan pengawasan. Badan
legislatif masa Demokrasi Reformasi menganut maealk bicameralisngakni sistem
dua kamar dengan kewenangan tidak sejajar. KemmadD&D muncul untuk
menggantikan wakil-wakil daerah yang diangkat méinjanggota MPR masa
Demokrasi Pancasila. Aspirasi daerah ini akhirnygkamodir MPR ketika proses
amandemen UUD 1945 yang berlangsung dari tahun Z0fpai tahun 2002.
Kedudukan DPD yang demikian merupakan hasil kompeortara wakil-wakil daerah
dengan tokoh-tokoh partai politik. Pembahasan amyla fokus pada lembaga DPR,
karena praktek politik DPR yang menjalankan furiggian legislatif. Studi ini fokus
pada DPR, karena lembaga ini yang memiliki keweaanggislasi, pengawasan dan

anggan secara penuh.

DPR Pemilu 2004 dalam pelaksanaan kekuasaan bpamgawasan menghasilkan
4 hak interpelasi dan 1 hak angket. Hak interpetisiaksud adalah kasus tentang
busung lapar dan polio pada tanggal 13 Septemb@5.28ak interpelasi tentang
dukungan pemerintahan Presiden Soesilo Bambang oyodb ata Resolusi PBB
tentang isu nuklir Iran. Hak interpelasi tentangy®esaian kasus Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia (BLBI) tanggal 4 Desember 2007. Hdrpelasi tentang kebijakan
antisipatif pemerintah akibat kenaikan harga BBMabuwuni 2008. Hak angket yang
dlaksanakan DPR adalah hak angket tentang penjtai@ar Pertamina tanggal 7 Juni
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2005. Hak angket tentang kebijakan energi nasidaaltransparansi pengelolaan migas
oleh Pertamina tanggal 2 Juni 2088.

Prilaku anggota DPR 2004-2009 diwarnai prilaku ksilberupa menerima uang
suap. Menurut ketua DPR Marzuki Ali periode 20002Qerdapat 12 anggota DPR
dari berbagai fraksi yang terlibat kasus korupsi diperikasa oleh KPK® Anggota
DPR dimaksud antara lain dapat dilihat pada tableadah ini.

Tabel 5

Anggota DPR 2004-2009 Telibat K asus Uang Suap™®

Nama Fraksi Vonis Hukuman Kasus
1.Azwar Chesputre F-PG, Komisi| 4 tahun, denda Rp 200 juta, 12Uang suap pengaadaan sarana
v Juli 2010 komunikasi Departemen

Kehutanan dan uang suap ajih
fungsi lahan Tanjuang Siap
api, Kabupaten Mus
Banyuasin Sumatera Selatan

2.Fachri Andi Leluas F-PG Komisi| 4 tahun, denda 200 jutaUang Suap pengaadaan
v rupiah, tanggal 12 Juli 2010. | sarana komunikasi
Departemen Kehutanan da
uang suap alih fungsi lahg
Tanjuang Siapi-api
Kabupaten Musi Banyuasi
Sumatera Selatan.

S 5

3.Hamka Yandh F-PG Kimisi| 3 tahun, denda Rp 200 jutaUang Suap Dana Yayasan
IX rupiah, 18 Agustus 2009 Pengembangan Perbankan
Indonesia(YPPI).
4.Sarjan Talr F-PD Komisi| 4, 5 tahun, denda 200 jutalUang suap alih fungsi lahan
1Y rupiah, 28 Januari 2009 Tanjuang Siapi-api

Kabupaten Musi Banyuasi
provinsi Sumatera

=

5.Abdul Hadi Djama F-PAN, 3 tahun, denda sebesar Rp 150ang suap usulan anggaran
Komisi V juta rupiah, tanggal 30 program stimulus Departemegn

November 2009. Perhubungan RI tahun 2004
6.Noor Adenan Raze F-PAN Komisi| 3 tahun, denda Rp 150 jutalang suap pembangunan
VI rupiah, 8 Mei 2008 . Gedung pusat pendidikan dan

latihan  badan  Pengawas
Tenaga nuklir (Bapeten)

7.Sofyan Usma F-PPP ,/ 1 tahun 2 bulan, dend Uang suap pengadaan ¢
Komisi X sebesar Rp 50,000,000,Crane Container untuk
5 Januari 2012. Pelabuhan Batu Amlar di

*® Sjamsuddin HarisQp.Cit, h. 8-9.

% Merdeka.com, diunduh tanggal 4 Januari 2004.

%0 Sumber: News Detik.com diunduh tanggal 10 Januari 202@ntikorupsijateng.wordpressom,
diunduh tanggal 5 Januari 2010, kompas.com, diurtdniggal 11 Januari 2011, nasional.tempo.co,
diunduh tanggal 15 Januari 2020. cifor.org, diundiiggal 15 Januari 2011. cch..kpk.co.id, diunduh
tanggal 16 Januari 2020.
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Otorita Batam
8.Anthony Zeidra Abidi F-PG, Komisi| 5 tahun, denda Rp200 juta, 18Jang suap Yayasan
IX Agustus 2009 Pengembangan Perbankan
Indonesia(YPPI).
9.M. Al Amin Nur Nasutiol | F-PPP, Komisi| 8 tahun, denda Rp500 juta,|{3Jang suap alih fungsi Lahan
v Januari 2008. Kabupaten Musi Banyuasip
Sumatera Selatan dan
kabupaten Bintan, provinsi
kepulauan Riau.
10.HM Yusuf  Erwin| F-PKB Komisi | 4 tahun 6 bulan, 6 April 20 Uang suap alih fungsi Lahan
Faishal v Kabupaten Musi Banyuasip
Sumatera Selatan
11.Bulyan Roya F-PBR Komisi| 6 tahun, denda Rp350 jutaUang suap proses lelang
\% tanggal 18 Maret 2009. pengadaan Kapal patrdli
Direktorat Jendera
Perhubungan Laut,
Departemen Perhubungan.
12.Hilman Hilman Indr F-BPD Partai| 4 tahun, denda Rp20 JufdJang suap pengaadaan sarana
Bulan Bintang| Rupiah, 12 Juli 2010 komunikasi Departemen
(PBB), Komisi Kehutanan dan uang suap ajih
v fungsi lahan Kabupaten Musi
Banyuasi Sumatera Selatan.

Tabel tersebut di atas memberikan gambaran, prikkggota DPR periode

2004-2009 penyalahgunaan kekuasaan berupa meneangasuap, dilakukan secara
individual dan secara berkelompok atau lebih datu sorang. Anggota DPR yang
menerima uang suap secara individual yaitu NAR @ansial), SU, dan BR. Anggota
DPR lainnya melakukan secara berkelompok. Datal t@eeaunjukkan ada beberapa
anggota DPR yang menerima uang suap lebih dariksasws yaitu HHI, MANN, ST,

FAL, dan AC. Data tersebut di atas memberikan gaamb&#ahwa terdapat anggota
DPR yang pernah melakukan penyalahgunaan kekuassaan menerima uang suap
pada periode sebelumnya (1999-2004) dan mendapatrtan, yaitu HY,SU, dan

AZA. Fenomena ini memberi indikasi, bahwa hukumapdda para pelaku korupsi di

Indonesia tidak membuat si pelaku menjadi berubabh.

Bagaimana model relasi anggota-angota DPR denggabd&®apemerintah
Daerah (Pemda) dan Pejabat Bl dalam melakukan &&@upembahasan memilih dua
kasus yang dianggap dapat mewakili model prilakggata DPR dalam menerima
uang suap. Kasus dimaksud adalah kasus uang soap@atam dan kasus tentang
BLBI/ BI.

SU anggota DPR-RI dari F-PPP dudukKibmisi X yang ditugaskan sebagai
Anggota Panitia Anggaran DPR RI Tahun Sidang 20@B42JS melakukan

pertemuan dengan Ketua Otorita Batam melaui Oese®taf Ahli Ketua Otorita
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Batam Bidang Hubungan Antar Lembaga pada bulani 20f4. Pada pertemuan
tersebut, Staf Ahli Ketua Otorita Batam meminta &uluk membantu usulan APBN
Tahun 2005 yang diajukan oleh Otorita Batam unisktdjui oleh DPR-RI.

SU pada tanggal 2 sampai 18 September 2004 s®akita Anggaran telah
mengikuti Rapat Panitia kerja (Panja) Belanja Pusatk membahas usulan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 200Bku@ftorita Batam yang
diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Na@amgpenas) dan Kementrian
Departemen Keuangan Republik Indonesia (Kemenkgud@hgan anggaran sebesar
Rp85 miliar. Rapat Panitia Kerja (Panja) dilanjutkenembahas usulan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN{®)nT2004 pada tanggal 15
sampai 22 September 2004.

SU pada saat pelaksanaan Rapat Panja Belanja Pusatjnta kepada
Bappenas dan Kemenkeu RI agar perlunya dialokasikggaran untuk Otorita Batam
dalam APBN Tahun 2005 untuk membeli alat Crane &pat, alasannya karena
Pelabuhan Batu Amlar di Otorita Batam sudah mulanylak kontainer sehingga
diperlukan dana untuk membeli alat Crane Contaeéagaimana yang termuat dalam
usulan APBN Tahun 2005 untuk Otorita Batam. SU raemyaikan kepada Anggota
Panitia Anggaran (Panggar) lainnya agar usulan APBNahun 2004 untuk Otorita

Batam jangan diganggu gugat atau jangan dikurangi.

SU setelah mengetahui disetujuinya alokasi anggaebesar Rpl0 miliar
dalam APBN-P Tahun 2004, memberitahukan kepada Mpaka Bagian (Kabag)
Anggaran Deputi Otorita Batam, bahwa APBN 2005 sgddilakukan pembahasan,
APBN-P tahun 2004 untuk Otorita Batam sudah disetsgbesar Rp 10 miliar. SU
meminta kepada M| Kabag anggaran otorita Batamarbantuan untuk pembangunan
Masjid di komplek DPR Jakarta Timur. Is selaku Keftorita Batam memberikan
uang sebesar RP150 juta kepada MI untuk diberilgpada SU pada tanggal 24
September 2004.

SU tanggal 27 September 2004 memberitahu Oe, $iaka&tua Otorita Batam,
bahwa alokasi anggaran sebesar Rp85 miliar untakit® Batam dalam APBN Tahun
2005 sudah disetujui. SU meminta bantuan dana upiribangunan Masjid di
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komplek DPR Jakarta Timur. SU menerima Travell@&tgque sebanyak 34 lembar

dengan nilai nominal $Rp25 juta.

SU setelah meneriméraveller's Chequeebanyak 34 lembar yang seluruhnya
senilai Rp850 juta tidak menyerahkan seluruh pemsan tersebut kepada panitia
pembangunan Masjid di Komplek DPR, membagikan kefae sebanyak 10 lembar
senilai Rp250 juta, Oe membagikan 2 lembar seRi[#B0 juta kepada So, 5 lembar
senilai Rp125 juta kepada Bu dan Oe sendiri menlapa lembar senilai Rp75 juta.
Sedangkan 24 lembdraveller's Chequesenilai Rp600 juta selanjutnya dipergunakan
1 lembar senilai Rp25 juta diberikan untuk membagambelian bahan bangunan
Masijid di Komplek DPR, sebanyak 2 lembar senilab®juta diberikan kepada Ha dan

sisanya 21 lembar senilai Rp525 untuk dirinya sefti

Kasus Bank Indonesia (BI), diawali dengan Rapatdae Pendapat (RDP)
antara jajaran Pejabat Bl dengan Komisi IX DPRargtpenyelesaian secara politis
masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBldaabulan Mei 2003, Rapat
tersebut tidak menghasilkan keputusan. AZ (F-P@jelah Rapat menyampaikan
kepada Pejabat Bl bahwa masalah BLBI hendak disiéden, maka ada ongkosnya.
Menanggapi pernyataan Antony Zeidera, AP Pejabatn®hjawab bahwa untuk

menindaklanjutinya agar menghubungi RS.

RS beserta AA mengadakan pertemuan dengan HY(FAG DT, AAM pada
bulan Mei 2003, Pihak Bl dan Komisi IX DPR Rl mepg&ati penyediaan dana dari
Bl sebesar Rp 40 miliar, dengan rincian Rp15 milistuk penyelesaian masalah BLBI
dan Rp 25 miliar untuk amandemen Undang-Undang AB. melaporkan hasil
pertemuan dengan Komisi IX DPR kepada AP, AA mempaikan kepada BA selaku
Gubernur BI.

HY dan AZ bulan Juni 2003 melakukan pertemuan derigd dan AA yang
mana AZ menyampaikan bahwa untuk mendapat dukuwmigan Komisi IX DPR
diperlukan sosialisasi dikalangan internal, dan mé&mBl menyediakan dana sebesar
Rp15 miliar. AP dan BA atas laporan AA dan RS mé&kea dana yang berasal dari

dana Yayasan Pengembangan Perbankan Bank Inddivé§i®l) seta menyerahkan

31 acch-kpk.go.iddiunduh tanggal 5 Januari 2020.
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kepada HY dan AZ dalam 3 tahap. HY dan AZ padarb@aptember 2003, kembali
mengadakan pertemuan dengan RA membicarakan peayediana sebesar Rp25
miliar untuk penyelesaian amanden Undang Undand@RImemberikan dana sebesar
Rp16,500 miliar kepada HYdan AZ dalam 2 tahap. Dlarsebut berasal dari keuangan
YLPPI*

Pemaparan tersebut di atas memberikan pengetapuiaku anggota DPR RI
periode 2004-2009 didominasi prilaku korupsi daleemtuk menerima uang suap dari
Pejabat Pemda Otorita Batam dan Pejabat Bl. Aktbadalah anggota DPR, Pejabat
Pemda otorita batam, Pejabat Bl, dan broker. MdRiglhsi anggota DPR Pejabat
Otorita batam dan Pejabat Bl adalah hubungan satiegguntungkan. kedua Kasus
pembangunan Otorita Batam, anggota DPR menggunaka&kuasaannya
memperjuangkannya usulan proyek pembangunan ORmitam di DPR sesuai usulan
pejabat Otorita Batam, dan menerima uang dari Bej&iorita Batam atas jasa
kekuasaannya. Pejabat otorita Batam menerima amggrabangunan dari Kementrian
Keuangan dengan persetujuan Badan Pembangunan nBlagiBapenas), setelah
mendapat pengesahan dari DPR. Staf Otorita Bathagaebroker menerima uang dari
anggota DPR atas jasanya berperan sebagai penghahggota DPR dengan Pejabat

Otorita Batam.

Kasus BLBI, anggota DPR secara berkelompok meradgam kekuasaannya
menyelesaikan secara politik kasus BLBI dalam Hedukungan DPR dan menerima
uang atas jasa kekuasaannya. Gubernur Bl menyetsjulian anggota DPR, dan
memberikan uang berasal dari Bl (bukan uang prjbddn memperoleh dukungan dari

DPR untuk menyelesaikan masalah yang sedang telijinbaga Bl

3.DPR RI Perode 2009-2014

DPR RI 2009-2014 berjumlah berjumlah 560 (limaragmsm puluh) orang,
mekanisme pengisian anggota dilakukan melalui Rereanggotaan DPR Pemilu
2009 diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2@88tang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan RakyatiaDe”erwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 27/2009) Péisalan Pasal 74 Ayat (1).

%2 Acc-.kpk.co.iddiunduh tanggal 5 Januari 2020.



45

Pasal 67 menyebutkan “DPR terdiri atas anggotaippolitik peserta pemilihan umum
yang dipilih melalui pemilihan umum.” Pasal 74 Ay&) menyatakan “Anggota DPR
berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang.” DRInBu 2009-2014 terdiri dari 9
fraksi, komposisi fraksi terdapat pada tabel di &awi.

Tabel 6
Fraksi DPR Periode 2009-2014

Fraksi Partai Total %
1.F-PD Partai Demokr: 14¢ 26,42
15.F-PCG Partai Golongan kar 10€ 18,92
16.F-PDIP Partai Demokrasi Indonegi®4 16,78

Perjuangan

17.F-PKS Partai Keadilan Sejahtera 57 10,15
18.F-PAN Partai Amanat Nasional 46 8,21
19. F-PPF Partai Persatuan Pembangu 38 6,78
20. F-PKB Partai Kebangkitan Banc 28 5
21 F- Partai Indonesia Ra 26 4,64
GERINDARA
22. F-HANURA Partai Hati Nurani Raky 17 3,04
Total 56(

Prilaku anggota DPR RI 2009-2014 dipengaruhi kepgah pribadi berupa
meminta uang suap dalam melaksanakan kekuasaars®yangga memperoleh
hukuman dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kbpi Beberapa anggota-anggota
DPR dimaksud antara lain adalah sebagaimana tedallam Tabel 12.

Tabel 7
Anggota DPR 2009-2014 M eminta Uang Suap™
Nama Fraksi/Komisi Vonis Pengadilan Kasus
1.WA Ode Nurhayati F-PAN/I 6 tahun penjara, denda Uang suap alokagi

Rp500 juta, 18 Oktober 2012 anggaran Dana Percepatan
Pembangunan Infrastrukty
Daerah (DPPID) kabupate
Bener Meriah, kabupate
Aceh Besar dan Pidie Jaya|
2.1zedrik Emir Moeis F-PDIP/XI 3 tahun penjara, 22013 | Uang suap Pembang
Listrik Tenaga Uap (PLTU
provinsi Lampung,

4.Chairun Nisa F-PG/II 4 tahun penjara, 27 Maret ngJasuap dalam kasus

555

t

33 Sumber: antikorupsi.org, diunduh 7 Januari 202@,.dam, diunduh tanggal 9 Januari 2020. aa.commddibi
tanggal 15 Januari 2020. kompas.com, diunduh tdriggdanuari 2020. merdeka.com. Diunduh tanggariudri
2020. Nasional.tempo.com, diunduh tanggal 13 Ja20&60. acch.kpk.co.id, diunduh 8 Januari 2020.
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2014 sengketa Pemilihan kepala
daerah kabpaten Gunun
Mas, kalimantan Tengah

«

5. Zulkarnaen Djab: F-PG/VII 15 tahun penjara, 31 Meiuang suap, pengadaan
2013 Alquran, Departemer
Agame
6. Sutan Bhatoega F-PD/VII 10 tahun penjara, dendaUang suap dalam penetapan

Rp500 juta, 19 Agustus 2015 APBN Perubahan d
kementrian  Energi dan
Sumber Daya Manusi

132

(ESDM)
7.Anelina Patricia Sondakh F-PD/X 1 tahun penjadenda| Uang suap, Uang Uang suap
Rp500 juta, 29 DesemberKementrian Pendidikan dan
2015 Kebudayaan, Kementrin

Pemuda dan Olah Raga

8. Muhammad Nazarud F-PD/VII 4 tahun 10 bulan, denda Rpuang suap, proye!
200 juta, 20 April Januan Kementrian Pendidikan dan
2012 Kebudayaan, Kementrin

Pemuda dan Olah Re

Tabel tersebut di atas memberikan pemahaman, praakggota DPR periode
2009-2014 dalam melaksanakan kekuasaannya didamgméaku korupsi dalam
bentuk menerima uang dari Pejabat Kementrian, &®ajPemda yang melibatkan
Pengusaha. Bagaimana model relasi anggota DPRhaPdf@mentrian, dan Pejabat

Pemda dalam melakukan korupsi ?

Pembahasan akan mengemukakan 3 kasus yaitu Kasikk kBemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Kaltan Tengah. Kasus alokasi
Dana Percepatan Pembangunan Inrastruktur DaeralDYDRahun anggaran 2010
Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan & Bener Meriah Provinsi
Aceh. Kasus proyek pembangunan di Kementerian Ewnkarg Sumber Daya Mineral
(ESDM). Ketiga kasus ini dianggap mewakili pola daodus yang dialukan anggota
DPR dalam menggunakan kekuasaannya. Studi ini no@aggg nama inisial, nama
narasumber menggunakan nama samaran (bukan najnd@adimbangannya adalah
menyesuaikan dengan budaya masyarakat Indonesianatasumber tidak bersedia

menyebutkan nama aslinya dipublikasikan dalam studi

Kasus konflik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) #adten Gunung Mas,
Kalimantan Tengah. Pilkada dilaksanakan pada tdrg&eptember 2013Jan diikuti
oleh 4 (empat) pasang calon yaitu Jaya Samaya MpbDafdin, Hambit Bintih-Arton
S. Dohong, Kusnadi B. Halijam-Barthel D. Suhin, dewin Usup-Yundae.
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Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Masaiapkan Hambit-
Arton sebagai Pasangan Calon Terpilih pada perf3-2018. Alfridel Jinu-Ude
Arnold Pisy dan Jaya-Daldin mengajukan permohonabefatan terhadap hasil

tersebut.

HB menemui CN di sebuah restoran hotel di Jakartggal 19 September 2013
untuk membantu mengurus permohonan keberatan teéraghar ditolak dan putusan
Pilkada dinyatakan sah. CN kemudian menghubungi MAddtua Mahkamah
Konstitusi Indonesia (MK) tanggal 20 September 208 menemui MAM untuk
meminta bantuan tersebut secara langsung, MAM k&mudnengatakan untuk
mengurus perkara tersebut dapat berhubungan meldui Atas permintaan HB,

MAM menunjukkan Panel Hakim Konstitusi dengan siasuMAM, MFI, dan AU.

MAM menghubungi CN tanggal 24 September untuk ldiam diteruskan pada
HB agar menyiapkan uang sebesar Rp3 miliar dalamukedollar US. Untuk
memenuhi permintaan tersebut, HB kemudian memima @ntuk menyiapkan dana
tersebut dan menyerahkannya kepada MAM melalui @NIA menghubungi CN pada
tanggal 30 September 2013, memberitahu bahwa dealad sersedia.

CN menyanggupi mengambil uang tersebut pada tary@aktober 2013 dan
meminta CNA mendampinginya dalam penyerahan dapadee MAM. HB bertemu
CN Tanggal 2 Oktober 2013 di sebuah bandara dinghraya dan memberikan uang
Rp75 juta yang dibungkus koran. CN mengambil uaang @NA malam harinya, dan
bersama menyerahkan kepada MAM. Petugas KPK kemud@ang dan berhasil
melakukan penangkapan terhadap ketigdhya.

Kasus alokasi Dana Percepatan Pembangunan Ifrastridaerah (DPID)
Tahun anggaran 2010 kabupaten Aceh Besar, kabupatike Jaya dan kabupaten
Bener Meriah provinsi Aceh. WON sebagai Badan Angga(Banggar) DPR RI
melakukan pertemuan dengan HAS dan SA (wakil Aedfagai broker) di Restoran

Pulau Dua Senayan Jakarta Pusat tahun 2010. Hé& psatemuan tersebut meminta

** acch-.kpk.co.id,diunduh tanggal 1 Januari 2020.



48

kepada WON agar mengusahakan Kabupaten Aceh Bémsbmpaten Pidie Jaya dan
Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerimakasaloDana Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun amgga2011. WON
menyanggupinya perminataan tersebut, dan memintsingrmasing daerah
mengajukan proposal.

Kesepakatan DPR dan pemerintah pada 11 Oktober @@h§etujui alokasi
DPID tahun anggaran 2011 sebesar Rp7,7 triliunngae ketentuan untuk kabupaten
kategori sedang mendapat kucuran dana sebesar R@2blvendah sebesar Rp30
Miliar, dan rendah sekali sebesar Rp40Mlliar. WOBRbdérapa hari kemudian, di
Gedung DPR RI, melakukan pertemuan dengan FEF &&) rieminta kepada WON
pengurusan alokasi DPID untuk Kabupaten Aceh Bdsabupaten Pidie Jaya, dan
Kabupaten Bener Meriah - agar dapat ditetapkangsebdaerah penerima alokasi
DPID tahun anggaran 2011 dengan kategori rendadlisekitu sebesar Rp40 Miliar.
WON meminta kepada FEF menyediakan dana sebes&fb¥ari alokasi DPID yang
akan diterima masing-masing daerah. FEF menyanggapi WON selanjutnya
menerima proposal dari HAS yang berasal dari FEfatey daerah penerima alokasi
DPID tahun anggaran 2011 untuk kabupaten Aceh Besaesar Rp50 miliar,
Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp226,3 miliar, ddwugaten Bener Meriah sebesar
Rp50 miliar.

WON setelah menerima proposal, menerima uang yahgubhnya sebesar
Rp5,5 miliar dari HAS yang berasal dari FEF sebagalisasi kesepakatan 5%-6% dari
pengalokasian DPID dari ketiga kabupaten tersdbaha Rp5,5 Miliar itu masuk ke
rekening WON bertahap, yaitu: tanggal 13 Oktobe®26ebesar Rp1,5 miliar; tanggal
14 Oktober 2010 sebesar Rp500 juta; tanggal 15@kt@010 sebesar Rp500 juta;
tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp500 juta; tarifdy@ktober 2010 sebesar Rp500
juta; tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rpl milempgal 20 Oktober 2010 sebesar
Rp500 juta; tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp@t0 janggal 18 Oktober 2010
sebesar Rp250 juta. WON meminta uang tersebundfeake rekening S

Kasus pembangunan wisma atlit di Palembang provBwinatera Selatan

Sumsel). Na bertemu AS di Nippon Kan RestauraneH8tltan Jakarta Selatan, dan

** acch-kpk.co.id diunduh tanggal 2 Januari 2010.
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memperkenalkan MR Manulang selaku Marketing PT. kANegeri. Bulan Januari
2010. Na meminta kepada AS agar Mindo Rosalinasitlitssi untuk mendapatkan
proyek-proyek di Kementrian Pemuda dan Olahragam@tgora). AS menyatakan
bersedia membantu, dan AS meminta Na serta MR jagar menghubungi pihak
Kemenpora.

Na bersama dengan MR bertemu dengan WM selaku t8akr&lenteri Pemuda
dan Olah Raga (Sesmenpora) Di Rumah Makan Arcadizldkang Hotel Century
Jakarta Pusat pada bulan April 2010. N meminta Wgar adifasilitasi untuk
mendapatkan proyek Pembangunan Wisma Atlet, daekoerendasikan PT. DGI Tbk
sebagai perusahaan yang akan mengerjakan proyskbter karena PT. DGI
merupakan perusahaan swasta yang baik dan telpérgaiaman membangun gedung
Grand Indonesia. Atas permintaan tersebut, WM biasmelaksanakannya asalkan
Pimpinan dan teman-teman DPR menyetujui. Kemudi@mggapi oleh Na bahwa hal
tersebut sudahclear and cleah serta telah disetujui oleh teman-teman Anggota
Komisi X DPR RI.

MR dan MEI (Manager Marketing PT. DGI) melakukantpmuan dengan RA
selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Palewpipada bulan Agustus 2010,
meminta supaya PT. DGI yang mengerjakan pembangomyek tersebut. di kantor
Kemenpora pada tanggal 16 Agustus 2010, saat pessyurperjanjian kerja sama
(MoU) antara Kemenpora dengan Komite Pembangunam@®@/iAtlet Provinsi Sumsel
sebesar Rp199,6 Miliar, WM meminta RA agar PT. Difdantu supaya menjadi

pelaksana pekerjaan dalam proyek tersebut.

Di kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Palergb@amsel, MEI bersama
WK beberapa kali melakukan pertemuan dengan RAMAnselaku Ketua panitia
Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembanglisma Atlet di Palembang
Sumsel bulan September-Desember 2010, untuk mekaberdata perencanaan,
gambar desain, data personel dan peralatan PT. $e®ligus data perusahaan
pendamping, dalam rangka melakukan pengaturanRIgabGl mendapatkan proyek
tersebut. MA membuat Harga Perkiraan Sendiri (HR8)g akan digunakan sebagai

dokumen pelelangan dalam Proyek Pembangunan Wistied, Aang mana pada
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akhirnya PT. DGI dinyatakan sebagai pemenang denigirkontrak sebesar Rp191,6

Miliar.

Na memerintahkan kepada MR pada bulan Januari 204tk menanyakan
kepada MEL mengen#&te berupa uang yang akan diberikan kepada pihak-piaag
dianggap telah membantu dan berjasa dalam mememafijk DGI sebagai pelaksana
Proyek. Akhirnya disepakati adanya pemberiae kepada Na sebesar 13%, untuk
Gubernur Sumsel sebesar 2,5%, untuk Komite PembangMVisma Atlet sebesar
2,5%, untuk Panitia Pelelangan/Pengadaan sebes#r, Ontuk Sesmenpora seebsar
2%, sedangkan untuk MR sebesar 0,2% - dari nilatrk& setelah dikurangi Pajak.
MEL bulan Februari - April 2011, menyerahkan cekilsé Rp4,7 Miliar kepada Na
melalui Yu dan OF (keduanya staf bagian keuanganAR@k Negeri) sebagai realisasi

dari sebagian kesepakatan pemberian fee sebesaf’ 13%

Kasus proyek pembangunan di Kementerian EnergiSienber Daya Mineral
(ESDM). SB selaku Ketua Komisi VII DPR RI membidangasalah energi dan
Sumber Daya Mineral, Riset, Teknologi, dan Lingkumngaddidup, menelepon
Kementerian ESDM sebagai mitra kerja Komisi VII DHR melalui WK yang
menjabat sebagai Sekretariat Jenderal Kemente&iiVEtanggal 27 Mei 2013. SB
menginformasikan kepada WK, bahwa Komisi VII DPR &kan melakukan Rapat
Kerja (Raker) dengan Komisi VIl DPR RI. Dalam pen#aan tersebut, SB dan W K
menyepakati akan melakukan pertemuan. SBa dalaranpean tersebut memberitahu
WK, agenda Raker antara Kementerian ESDM denganis{aiii DPR Rl yang akan
diadakan keesokan harinya, membahas penetapan iagaser migas Anggaran
Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) TAnggaran 2013, penetapan
asumsi dasar subsidi listrik APBN-P Tahun Anggaz@h3. WK meminta kepada SB
yang mempunyai tugas memimpin Rapat Komisi, agangaal Raker sehingga
dapat diatur, dan SB menyanggupi.

Raker Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR Rlldegsung tanggal 28
Mei 2013, WK menyuruh DDS, menyerahkan uang ke@&®iderjumlah USD140.000.
Pada siang hari itu juga DDS menyerahkan paper Yemigi amplop-amplop yang
telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikataksp IM. bersama dengan MAS

% acch-kpk.co.id,Diunduh tanggal 6 Januari 2020.
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untuk menyerahkannya kepada SB. Tetapi pada saatraknyerahkan paper tersebut

SB meminta untuk memasukkannya ke dalam ndbil.

Prilaku korupasi anggota DPR 2009-2014, berperdvagse aktor utama dan
sebagai perantarabrpker). Peran sebagai pelaku utama adalah anggota DPR
menggunakan kekuasaannya secara langsung di DBR memengaruhi keputusan di
lembaga tersebut. Peran sebagai pelaku utama laigaemana dilakukan oleh SB
kasus perjuangan Anggaran kementrian ESDM, dan \W&sus perjuangan APBN-P
pembangunan infrastruktur di 3 Kabupaten ProvinsetAdan projek pembangunan
Wisma Atlit di Palembang Sumatera Selatan Perggaa DPR sebagai broker, peran
anggota DPR hanya sebagai perantara antara pihal yaembutuhkan jasa
kekuasananya dengan Pejabat MK. Aktor utamanyaaldatua MK. Peran anggota
DPR model ini terjadi sebagaimana yang dilakukank@kperan sebagai broker calon

Bupati Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalteng darigetua MA.

Model relasi antara anggota DPR dengan Pejabat Kieiane ESDM, Pejabat
Pemda bersifat bersifat hubungan saling mengunamgknggota DPR menggunakan
kekuasaannya untuk memperjuangkan usulan anggaogekppembangunan Pejabat
Kementrian dan pejabat Pemda untuk disetujui DRffalat Kementrian dan pejabat
Pemda memberikan uang kepada anggota DPR atdejas@saannya. Model relasi ini
seperti yang berlangsung pada kasus SB kasus pgauainggaran kementrian ESDM,
WON kasus pada kasus perjuangan APBN-P pembangumfeastruktur di 3

Kabupaten Provinsi Aceh.

Model relasi anggota DPR dengan Pejabat Kemense@agai broker, bersifat
saling menguntungkan. Anggota DPR memperjuangkgada Pejabat Kementrian
agar proyek pembangunan dilaksanakan oleh seoemgupaha yang telah dipilihnya.
Pejabat Kementrian menyetujuinya dengan cara miedakuekayasa tender proyek,
dan Pejabat Kementrian menerima fee project at#s kakuasaannya. Relasi anggota
DPR dngan Pengusaha bersifat saling menguntungkaggota DPR menggunakan
kekuasaannyamemperjuangkan Pengusaha untuk med&ksaproyek pembangunan
di Kementrian. Pengusaha memberikan uang kepadayjoengDPR atas jasa

kekuasaannya. Model realsi seperti ini terjadi peattus yang dilakukan anggota DPR

*” Acch-.kpk.co.iddiunduh tanggal 8 Januari 2020.



52

dengan inisial Na pada Kementrian Pemuda dan Qahi@emenpora) projek

pembangunan Wisma Atlit di Palembang Sumatera &elat

Model relasi Anggota DPR dengan Ketua MK peran gabéroker adalah
saling menguntungkan. Anggota DPR menerima uang @alon Bupati atas jasa
kekuasaannya sebagai penghubung antara Calon Rigrafan Ketua MK. Ketua MK
menerima uang dari Calon Bupati melalui Anggota DR&s jasanya memenangkan
Calon Bupati di Pengadilan MK kasus sengketa Pidk&ahlon Bupati berhasil menjadi
Bupati atas jasa kekuasaan Anggota DPR dan Ketua MRelasi model ini
sebagaimana yang dilakukan CN, kasus sengketadRilkabupaten Gunung Mas,

Kalimantan Tengah.

3.DPR Periode 2014-2019

DPR 2014-2019 berjumlah 560 (lima ratus enam pubkrang yang dipilih
melalui Pemilu. Jumlah dan cara pengisisan angD®R tersebut tercantum dalam
UU No 17/2014 Pasal 67 dan Pasal 76 Ayat (1). Fiésatenyatakan “DPR terdiri atas
anggota partai politik peserta pemilihan umum ydipglih melalui pemilihan umum.”
Pasal 76 (1) menyatakan Anggota DPR berjumlah(&®@ ratus enam puluh) orang.”
DPR 2014-2019 terdiri dari 10 fraksi, komposisi goig fraksi dapat dilihat pada
Tabeldi bawah ini.

Tabel 8
Fraksi DPR 2014-2019

Fraksi Partai Total %
1.F-PD Partai Demokr: 61 6,2
2.F-PG Partai Golongan kar 91 16,
3. F-PDIP Partai Demokrasi Indonesid 09 19,5

Perjuangan
4. F-PKS Partai Keadilan Sejahtera 40 7,1
5. F-PAN Partai Amanat Nasional 48 8,8
6. F-PPP Partai Persatuan Pembangunan 39 7,3
7. F-PKB Partai Kebangkitan Bangsa 47 8,8
8. F-Gerindra Partai Indonesia Raya 73 13
9. F-Hanura Partai Hati Nurani Rakyat 16 3,5
10.P. Nasdem Partai Nasional Demokrat 36 6,3
560
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Prilaku anggota DPR 2014-2019 diwarnai prilaku ksiudalam bentuk
menerima uang dari Pejabat Kementrian dan Pejale#lun Pengusaha. Akibatnya
sejumlah Anggota DPR mendapat hukuman penjarapgaigadilan Tipikor. Anggota
DPR dimaksud antara lain dapat dilihat pada tableadah ini.

Tabel 9

Anggota DPR 2014-2019 Terlibat Uang Suap®

Nama Fraksi/Komisi Vonis Pengadilan Tipikor Kasus

1.Yudi Widiana Adia F-PKSIV 9 tahun, 22 Maret 2018 Uang suap Proye
Pembangunan Jalan Nasional
IX  Provinsi Maluku dan
Provinsi Maluku Utara

2.Musa Zainuddin F-PKB/ V 9 tahun, denda Rp500 jutaUang suap Proyel
15 November 2017 Pembangunan Jalan Nasional
IX  Provinsi Maluku dan
Provinsi Maluku Utara

3.Patrice Rio Cappella F-Nasdem/IlI 1,5 tahun, denda Rp50 jutaUang suap proses perkara
mencabut hak politik untuk mantan Gubernur Sumatefa
memilih dan dipilih selama % Utara.
tahun, 21 Desember 2015.

4.Taufik Kurniawan F.PAN, Wakil | 6 tahun, 15 Juli 2019 uang suap Dana Alokasi
Ketua DPR Khusus (DAK) Kabupate
Kebumen dan kabupate
Purbalingga, provinsi Jawa
Timur tahun 2016

S5

6. Andi Taufan Trio F-PAN/ Il 9 tahun, denda Rp1 miliar, 26Uang suap  proyek 12 ruas
Maret 2017 jalan dalam APBN-P
pemerintah provinsi Sumatera
Barat
7.Miryam S Haryani F-Hanura/ |l 5 tahun, denda Rp200 jutaUang suap e-KTP
13 November 2017
7. Dewie Yasin Limpo F-Hanura/VIl 6 tahun, 13 Juni 2016. Uang suap anggaran
pembangunan proyek

pembangkit listrik mikrohidro,
di kabupaten Deiyai, provinsi

Papua
8.1 Putu Sudiartana F-PD/II 6 tahun penjara, 8 MaretUang suap Dana Alokasi
2017 Khusus (DAK) sarana dah

prasarana pnunjang provins

38 Sumber olahan: Tempo.co, diunduh tanggal 7 Jar@G20. Rappler.com, diunduh tanggal 6 Januari 2020.
bbc.com, diunduh tanggal 7 Januari 2020. kompas.danduh tanggal 5 Januari 2020. cnn.com, diuntdapgal

8 Januari 2020. nasional.tempo.co.id, diunduh tahgd Januari 2010. acch-kpk.co.id, diunduh tan@§alanuari
2020.
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Sumatera Barat, APBN-P 2016

9.Amin Santono, F-PD/XI 8 tahun penjara, 4 FebrudriUang suap Dana Perimbangan
2019. Dtangkap KPK 8 Meji daerah dalam RAPB-P.
2018

10.Ardiansyah F-PDIP/ IV 3 tahun penjara, dendaUang suap pertambangan |di
Rp100 juta, tanggal 238 Kabupaten Tanah Laut,
November 2015. provinsi Kalimantan Selatan.

11.Damayanti Wisny F-PDIP/V 4,5 tahun penjara, dendauang suap proye

Putrianti Rp500 juta, 26 Septembeérpembangunan jalan di provinsi
2016. Maluku dan provinsi Maluky

Utara

12.Budi Supriyantg F-PG/V Vonis 5 tahun penjara 13 JuhiUang suap proyek Program

2016 Dana Aspirasi, darn

Rekonstruksi Jalan Werinama
Laimu Provinsi Maluku

13.Eni Maulani Saragih | F-PG/VII 6 tahun penjara, dendaUang suap Proyek Pembangkit
Rp200 juta, 1 Maret 2019 Listrik Tenaga Uap Provinsi
Riau
14.Markus Nari F-PG/VII 6 tahun penjara, Rp300 juta,Uang suap e-KTP

11 November 2019

15.Fayakhun Andriad] F-KP/I 8 tahun penjara, denda RplUang suap Proyek pengadagn
miliar, subsider 4 bulan drone dan satelit monitoring dli
kurungan, 21 November badan keamanan Laut
2018 (Bakamla) tanggal 14 Februari
2018

16.Bowo Sidik Pangarsp F-PG/VI 5 tahun penjara, Rp250 juta,Uang suap Pelayaran antara PT
4 Desember 2019 Pupuk Indonesia Logistik da
PT. HTK

=]

17.Setya Novanto F-PG/Ketua DPR| Vonis 15 tahun penjard, Uang suap e-KTP
denda Rp500 juta, 24 Apr]l
2018

Tabel tersebut di atas memberikan pemahaman, prkakupsi Anggota DPR
periode 2014-2019 dilakukan secara individual darkédlompok. Prilaku berkelompok
terjadi pada dua kasus yaitu kasus Elctronic-K&anda Penduduk (E-KTP) dan kasus
proyek pembangunan jalan di Provinsi Maluku darvirsd Maluku Utara. Bagaimana

model relasi Anggota DPR dengan Pejabat Kemenulam Pejabat Pemda dalam
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melakukan korupsi? Pembahasan memilih dua kastis k@sus proyek pembangunan
jalan di provinsi Maluku dan provinsi Maluku Utadan kasus pembangunan proyek
pembangkit listrik mikrohidro, di Kabupaten Deiy&rovinsi Papua. Pertimbangannya
adalah mewakili gambaran semua kasus. Alasan lairatalah keterbatasan data.
Nama-nama pelaku dalam pembahasan menggunakan naisial, dengan

pertimbangan menyesuaikan dengan budaya masyandkatesia.

Kasus proyek pembangunan jalan di provinsi Maldim provinsi Maluku
Utara. DWP bersama-sama anggota komisi V Dewan dk@am Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) diantaranya adalah FFDF, MW, YWdan MT bulan Agustus
2015 melakukan kunjungan kerja di Maluku dan beutetangan AHM Kepala Balai
Pelaksana Jalan Nasional (BPJN IX) di Maluku. AHMmpresentasikan program-
program yang akan diusulkan oleh BPJN IX ke dalnggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, KemariePekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR). Komisi V memiliki ruanggkup tugas dibidang
infrastruktur dan perhubungan yang salah satu nkitnganya adalah Kementerian
PUPR .

DWP bertemu dengan AHM di salah satu hotel Jakatda bulan September
2015. AMH dalam kesempatan tersebut, mengatakanpaggek aspirasi DWP untuk
di kerjakan di Maluku. DWP mengajak temannya, y&AE, dan Uwi untuk bertemu
dengan BS, AHM, Fa, dan ADR serta beberapa stafNBPJ yang membahas
mengenai program pembangunan berupa kegiatan pateBalan Tehoru-Laimu dan
kegiatan pekerjaan rekonstruksi Jalan Werinama-uadn Provinsi Maluku. AHM
dalam pertemuan tersebut, menyampaikan adanya seb@gar 6% dari nilai besaran
program pembangunan yang akan diberikan kepadaxgaassing anggota Komisi V
DPR RI. DWP menyatakan keberatan karena berdasgdsagalaman anggota DPR
Rl sebelumnya untuk wilayah Papua mendapatkan sabgsar 7%, tetapi AMH
mengatakan bahwa di wilayah Maluku tidak sebesaebeit. Selanjutnya, DMH, BS,
Fa, dan ADR menyatakan kesiapannya untuk menjadikderapa kegiatan program
pembangunan BPJN IX sebagai usulan program aspioasisi V DPR RI yang akan
diupayakan masuk dalan Rancangan APBN Tahun Angg2046. Menindaklanjuti
hal tersebut, BS meminta tolong kepada DWP untukimia bantuan kepada DAE dan

Uwi mengurus pemberian uang dari rekanan.
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AHM mempertemukan DAE dan Uwi kepada AK (Direktu RNindhu
Tunggal Utama), JWA (Komisaris PT Windhu Tunggaatda) dan beberapa rekanan
lainnya pada akhir Oktober 2015. Pertemuan terseleatbahas bahwa DWP memiliki
proyek program aspirasi, yaitu kegiatan pelebaeanJTehoru-Laimu, dengan nilai
kegiatan sebesar Rp41 Miliar dan proyek progranirasipmilik BS, yaitu kegiatan
pekerjaan rekonstruksi Jalan Werinama-Laimu dengém kegiatan sebesar Rp50
Miliar. AHM menyampaikan bahwa yang akan mengemakadalah AK dan
menegaskan kembali kepada DWP bahwa nanti akanapetidn uang sebesar 6%.
DWP menyetujui hal tersebut, serta menyampaikarwhabintuk urusan terkait hal
tersebut, agar berkoordinasi dengan DAE dan Uwi.EDdan Uwi dalam hal
inimendapatkan uang masing-masing sebesar 1%,ggghiotal uang dari AK untuk
DWP bersama dengan DAE dan Uwi, yaitu sebesar 8fonilai proyek program
aspirasi DAE, AK menyanggupinya. Besaran uang nBifk disepakati sama dengan
uang DWP yaitu sebesar 8% dari nilai proyek progesmpirasi yang diusulkan BS,
serta disepakati pembayaran uangnya diselesaik&iumBPWi. DWP dalam hal ini
meminta DAE dan Uwi yang mengurus pembayaran uangef program aspirasi
milik BS.

DWP melalui DAE meminta sejumlah uang kepada Akukirkeperluan DWP
dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkadagdia Tengah yang kemudian
disanggupi oleh AK. DWP memperoleh penjelasan babwaan proyek program
aspirasi milik DWP telah disetujui oleh KementerRWPR dan Pimpinan Komisi V
DPR RI pada tanggal 20 November 2015. DWP menadrkain DAE menghubungi
AK untuk menanyakan pembayaran uang dari proyekrarmo aspirasi milik DWP

yang akan diserahkan melalui DAE.

AK memerintahkan Er (staf PT Windhu Tunggal Utanpada tanggal 25
November 2015, untuk menyiapkan uang sejumlah Bp®)ffiar untuk ditukarkan
dalam mata uang Dollar Singapura sejumlah SGD3P8.08K selanjutnya,
menyerahkan uang tersebut kepada DWP, DAE, dan diwsalah satu restoran
Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Uang tersebut kemudiagi-bagi dengan perincian
bagian untuk DWP sejumlah SGD245.700, bagian um@E dan Uwi masing-
masing sejumlah SGD41.150.
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AK pada tanggal 26 November 2015, menyuruh Eulumbemberikan uang
dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat yaatpra dengan sejumlah Rpl
Miliar kepada DWP melalui DAE di Kantor KementeriBlPR. Uang tersebut dalam
rangka memenuhi permintaan uang dari DWP untukrkegoe Pilkada di Jawa Tengah,
Selanjutnya, DWP selanjutnya uang tersebut disaratdepada HP (Calon Walikota
Semarang) melalui FH sejumlah Rp300 Juta sertadeep®KS dan GH (Pasangan
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kendal) masmagsing sejumlah Rp150 Juta
untuk keperluan kampanye Pilkada. DWP membagiksanga kepada DAE sejumlah
Rp400 Juta dan kepada Uwi sejumlah Rp100 Jutang&dn untuk DWP sejumlah
Rp200 Juta.

DWP mempercayai DAE dan Uwi untuk mengurus komitnu@ng proyek
program aspirasi milik BS, menghubungi AK pada awalan Januari 2016 untuk
menanyakan kapan penyerahan uang milik BS. AK pelaya memerintahkan Er
menyiapkan uang sejumlah Rp4 Miliar untuk ditukarkdalam bentuk mata uang
Dollar Singapura sejumlah SGD404.000. DAE bersaiwa mengadakan pertemuan
dengan AK, Ja, dan Er pada bulan Januari 20162rhedt di Kebayoran Baru Jakarta
Selatan. AK dalam pertemuan tersebut menyerahkgradee Uwi uang sejumlah

SGD404.000 yang merupakan uang dari proyek progispinrasi milik BS.

DWP tanggal 8 Januari 2016i menyatakan bahwa basiyj tersebut di bagi-
bagikan dengan perincian uang BS sejumlah SGD3059#@langkan sisanya sejumlah
SGD99.000 dibagi tiga dengan masing-masing seju@@D33.000 untuk DWP, DAE,
dan Uwi. Uwi menyerahkan uang kepada BS sebesar38&D00 yang dimasukan
kedalam kantong plastik warna hijau pada tanggaldtiuari 2016, bertempat di salah
satu restoran Tebet Jakarta Selatan, Uwi menyemabkag bagian DWP sejumlah
SGD33.000 melalui LM dan Ayong sebagai orang surubsVP tanggal 13 Januari
2016 sekitar pukul 02.00 WIB di Tebet Jakarta SelaDAE kemudian menjemput
Uwi di Jalan Tebet Barat Dalam IX Nomor 28 JakaBmlatan. Uwi selanjutnya
menyerahkan uang bagian DAE sejumlah SGD33.000akind mobil Honda HRV.
Uwi, DAE, DWP dan AK beserta barang bukti uang yditgrimanya diamankan oleh

Petugas KPK Pada malam harinya.
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Kasus pembangunan proyek pembangkit listrik mildahidi kabupaten Deiyai,
provinsi Papua. DYL anggota Komisi VIl DPR RI pete 2014 sampai 2019 dari
partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang ruang lungkerja Komisi VII adalah bidang
Energi dengan mitra kerja diantaranya Kementeriaar@ dan Suber Daya Mineral
(ESDM) serta Perusahaan Listrik Negara (PLN). DY&nmiiki memiliki 7 orang staf
diantaranya BW dan Ine Staf Administrasi dan Asid®ribadi.

DYL menerima informasi dari Ine Akhir Maret 2015¢ikginan IA (Kepala
Dinas ESDM Kabupaten Deiyai Provinsi Papua untuktelbeu dengan DYL,
membicarakan rencana pembangunan Pembangkit Lditikabupaten Deiyai untuk
diupayakan mendapat anggaran dari Pemerintah PD¥4t. bersama BW dan Ine
bertemu dengan IA di ruangan kerja DYL di KantorFDRI tanggal 30 Maret 2015,
sebelum Rapat Kerja (Raker) antara Komisi VII denlysenteri ESDM. DYL dalam
pertemuan tersebut bersedia membantu agar Kaloupaigai mendapatkan dana dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahuggaran 2016. DYL
memperkenalkan 1A kepada SS (Menteri ESDM) dan KbureJenderal Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kenterian ESDM, yaitu RM.
Dalam pertemuan tersebut, IA meminta kepada Me@8ribahwa Kabupaten Deiyai
sangat membutuhkan listrik, dan Menteri SS menjaagdr IA memasukan proposal
ke Kementerian ESDM. DYL setelah pertemuan terseim@&minta kepada IA agar

mempersiapkan dana pengawalan anggaran.

DYL melalui Ine menelpon IA pada bulan April 20idan meminta IA untuk
menemui AF (Deputi Direktur Perencana PLN) proviRapua dan Papua Barat untuk
menyampaikan proposal pembangunan pembangkitkligiriKabupaten Deiyai. A
menemui AF ,dan memberikan proposal tersebut darekaguga membahas proses
pembangunan jaringan distribusi PLN di Kabupateniy&e PLN melakukan survei
akhir April 2015. DYL menerim laporan survei déi melalui Ine pada bulan Mei
2015,.

DYL menyerahkan langsung Laporan Hasil Survei Reac®Rembangunan
Jaringan Distribusi dan Pembangkit Listrik Tenagérbhidro (PLTMH) di Kabupaten
Deiyai kepada SB (Direktur Utama PLN) tanggal 16iJ2015, pada saat DYL
menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan &Brndisi VII DPR RI. Juli 2015,
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Dewie menanyakan ke Ine mengenai dana pengawalak pengurusan anggaran
pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai. Selanjutny)lae menanyakan kepada IA hal

tersebut, namun IA menyampaikan dananya belum siap.

DYL meminta Ine menanyakan kepada Ri terkait psapalari Kabupaten
Deiyai saat Raker Komisi VIl DPR RI dengan Kemeate ESDM istirahat, tanggal
17 September 2015. Ine selanjutnya menemui Ri, naRiumengarahkan Ine untuk
bertemu ET Sekretarian Jenderal (Setditien) EBTKHE. menyampaikan kepada Ine
bahwa tidak ada anggaran pembangunan listrik udagtah Kabupaten Deiyai. Ine
selanjutnya kembali menemui Ri dan Ri menyampaikgar memperbaiki proposal
tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri (Perng@DMEdan menyerahkan langsung
ke Kementerian ESDM. DYL dengan, BW dan Ine beuet@angan IA di sekitar Plaza
Senayan Jakarta Selatan tanggal 28 September B0Y15pada pertemuan tersebut
meminta kepada IA untuk menyiapkan dana pengawakbesar 10% dari nilai

anggaran yang diajukan oleh Kabupaten Deiyai.

IA datang ke Jakarta dan bertemu Ine tanggal 1lol@kt 2015 dan
menyampaikan bahwa sudah ada pengusaha yang akgediakan dana pengawalan
dengan syarat ada jaminan pengusaha tersebut akajadnpelaksana pekerjaannya.
Ine dan lIrenius tanggal 13 Oktober 2015, mempbraotdormasi bahwa proyek
pembangkit listrik hanya dianggarkan melalui APB&hdan proses pengadaan secara
lelang di Kementerian. IA meminta Ine agar mengagay melalui dana Tugas
Pembantuan (TP) diharapkan pelelangan dapat diekdkingkat Kabupaten agar bisa
menjamin pengusaha yang menyediakan dana pengasedlagai pelaksana pekerjaan.
DYL memberikan informasi kepada Ine dan BW, akaminiearakan dengan Anggota
Badan Anggaran (Banggar) Komisi VII DPR RI dan nemnpaikan adanya
penganggaran melalui Dana Aspirasi sebesar Rp5@rMillne menyampaikan kepada

IA tentang informasi .

DYL mmendapat informasi dari Ine bahwa IA, bahasudah siap dengan
dana pengawalan, namun IA mengatakan SJ (Pengugaigipkan menyediakan dana
pengawalan anggaran tersebut ingin bertemu denyan DYL bersama BW dan Ine

bertemu dengan IA, SJ, dan SHJ , di salah satareestli Pondok Indah Mall Jakarta
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Selatan tanggal 8 Oktober 2015. Pertemuan terseleuatepakati bahwa DYI akan

menerima dana pengawalan sebesar 7% dari anggangrdiusulkan.

DYL melalui Ine bertemu dengan IA, SJ, SHJ, dénsiaf Penelitian dan
pengembangan (Pathibang) ESDM di sebuah Cafe daF3&nayan Jakarta Selatan
tanggal 19 Oktober 2015. Ine dalam pertemuan tatsatenjelaskan bahwa DYL
sudah menyampaikan proposalnya ke Banggar DPRefdlah mendengar hal tersebut,
SJ sepakat untuk segera menyerahkan setengah elagawalan sebesar Rpl,7 Miliar
dalam bentuk Dollar Singapura.

Ine melakukan pertemuan dengan Irenius, Setiadfai8is, dan Jemmie di
Resto Baji Pamai di Mal Kelapa Gading Jakarta Utarmygal 20 Oktober 2015. Ine
pada pertemuan tersebut menerima uang dari SJaseB€£177.700 dengan surat
pernyataan sebagai jaminan yang isinya uang akieemidbalikan apabila SJ tidak
menjadi pelaksana pekerjaan. Beberapa saat sp@ftgierahan uang tersebut, Ine serta
IA dan SJ ditangkap oleh Petugas KFK.

Kasus proyek pembangunan jalan di provinsi Malulm gbrovinsi Maluku
Utara dan pembangunan proyek pembangkit listrikromikiro, di kabupaten Deiyali,
provinsi Papua sebagaimana penjelasan tersebtasjimemberikan penjelasan bahwa,
aktor yang terlibat prilaku korupsi adalah Anggd@#®R, Staf sebagai pelaksana,
Pejabat Pemda, dan Pengusaha. Model relasi Ang@ftadengan Pejabat Pemda, dan
Pengusaha bersifat saling menguntungkan. AnggotR Dfemperjuangkan usulan
anggaran pembangunan Pemda di DPR. Pejabat Pemubeniean uang kepada
Anggota DPR atas jasa kekuasaannya. Uang PejalatiaP&erasal dari seorang

Pengusaha yang akan melaksanakan Proek Pembarijemala.
B. Variabel Pendukung Prilaku Korupsi Anggota DPR

Prilaku korupsi Anggota DPR RI masa Demokrasi Re#mi didominasi
prilaku korupsi dalam bentuk menerima uang daralfaj Kementrian, Pejabat Pemda,
Calon Bupati, dan pengusaha yang berkaitan dengaverkangannya, meskipun

pelaku dikenakan hukuman vonis penjara oleh Pémadilipikor, faktanya prilaku

% acch-kpk.co.iddiunduh tanggal 21 Januari 2020.
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korupsi terus berlangsung dari tahun 1999-2019gKkingan apa yang mendukung
prilaku korupsi Anggota DPR RI?

Pembahasan diawali dengan melihat berbagai pandamggmewakili kalangan
civil Socey dan mewakili penyelenggara negara. Pandangamdaecivil society
dalam hal ini diwakili Haedar NashiKetua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

berpendapat ada beberapa faktor yang mendukumdsypkbrupsi di Indonesia yaitu:

“Pertama, penegakan hukum di dalam negeri yanghntasiah, melihat

adanya upaya sistematis untuk melemahkan eksistizms peran lembaga
antikorupsi, khususnya Komisi Pemberantasan Korufp&PK). Kedua,
adanya tumpang tindih dan kurangnya kerja samarlantbaga negara dalam
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, b&hk képolisian, kejaksaan,
dan KPK. Ketiga, adanya indikasi intervensi pklitiaik dari jajaran eksekutif
maupun legislatif dalam kasus-kasus korupsi yamgjbatkan pejabat publik
atau partai politik tertentu. Keempat, belum tutmbdan berkembangnya
budaya antikorupsi, baik di dalam tubuh birokraaupun masyaraka?:

Pandangan mewakili pihak penyelenggara negara yYAkrdal Yanuar, Deputi
Bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analiaissaksi Keuangan (PPATK)

Indonesia mengatakan:

“ada enam kendala pencegahan tindak pidana kof@gama  adalah

kejahatan yang teroganisasi dalam beberapa kasausy ymelibatkan

pejabat atau aparat negara. kedua, pelaku intalekeringkali tidak terlibat

lagsung dalam aksi kejahatan. Ketiga, rantai kegah yang panjang dapat

mengakibatkan putusnya rantai alat bukti.Locusctiddersifat lintas batas
41

negara.

Kedua pandangan tersebut di atas yang mewadiNil society dan
penyelenggara negara terutama yang berkaitan dgregapektif politik berpendapat,
terdapat beberapa lingkungan yang mendukungarkpritarupsi di Indenesia yaitu
Intervensi Pejabat Eksekutif, legislatif, elitetelipartai politik secara tersembunyi
mencegah prilaku korupsi, belum tumbuhnya budayiekarupsi di kalangan birokrasi
Indonesia. Kedua pandangan tersebut di atas sdeéira khusus membahas prilaku
korupsi Anggota DPR RI.

Studi ini akan melihat dari perspektif ilmu pditkhususnya prilaku korupsi

anggota DPR dengan argumen, berlanjutnya prilakugsd anggota DPR RI masa

*° republika.co.id, diunduh tanggal 2 Februari 2020.
*' Tempo.co.id, diunduh tanggal 3 Februari 2020.
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Demokrasi Reformasi tidak terlepas dari kondisghmngan internal dan lingkungan
eksternal. Lingkungan internal berupa kepentingaggata DPR sendiri, suasan di
lingkungan institusi DPR. Lingkungan eksternal Iperuidukungan tersembunyi dari
elite partai politik, kepentingan Kementrian danmeintah daerah (Pemda), dan andil

MK sebagai lembaga penegak konstitusi dan pengusataaa tidak langsung.

Faktor kepentingan anggota DPR itu sendiri, sebzg@a yang diungkapkan

narasumber:

“Kita ini untuk menjadi anggota DPR memerlukan kidyesar, mulai dari

tahap pencalonan di partai, biaya administaraayabkampanye, biaya untuk

tim. Jumlah anggaran yang harus dipersiapkan sgatalon menjadi angota

DPR RI berkisar Rp7-10 miliar rupiah, jumlah yadgmikian belum ada

jaminan untuk terpilih menjadi anggota DPR.Setédapilih kita gaji kita juga
dipotong oleh partai kita besarannya sekitar 2043€etiap bulannya. Kita  juga
perlu dana sebagai penganti dana yang sudah dikatudan kalo bisa dana untuk
Pemilu berikutnya®

Narasumber lainnya ketika diwawancarai mengungkapka

“Saya tidak mau lagi menjadi anggota Dewan PenaakiRakyat Daerah
(DPRD) kota Bogor. Gaji yang saya terima untukadib pulang hanya cukup
untuk hidup sederhana, karena partai juga mamgogaji yang diterima.

masyarakat disekitar tempat tinggal, teman- temaartai, keluarga besar
sayamenganggap saya punya uang banyak dari gafijadne anggota

Dewan. Teman-teman lainnya bisa bertahan dengam daermain

dengankepala-kepala dinas pemerintah daerah, maekenw pengusaha
mengerjakan proyek pembangunan dengan imbalan eretep fee project

pengusaha. Saya tidak mau melakukan hal terskhrgna pesan orang tua
saya untuk berlaku jujur dalam menjalankan tudas.”

Apa yang diungkapkan kedua narasumber tersebuttali, anemberikan
pemahaman bahwa proses menjadi anggota DPR mementi#na yang cukup besar
baik anggaran keperluan Pemilu dan setelah menjagijota DPR. Anggaran untuk
Pemilu mencakup biaya kampanye dan biaya untukstikses Dana pascaPemilu
berupa potongan yang dilakukan partai politik, kardnal ini merupakan komitmen

calon dengan elite partai politik yang mencalonkanralah satu cara yang dilakukan

untuk mengganti uang adalah berkoalisi dengan pgekerintah sebagai pengelola

* Wawancara dengan Razuni Muladi (bukan nama sebgmamantan anggota DPR Periode Rl 1997-
1999, tanggal 5 Februari 2020.

* Wawancara dengan Bonar Poltak (bukan nama sebex)amantan anggota DPRD Kota Bogor
periode 1999-2004.
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proyek pembangunan untuk memperoleh uang. Usaldipeilukan untuk mengganti

biaya Pemilu dan mempersiapkan dana untuk Pemiilaubeya.

Faktor suasana lingkungan internal anggota DPRatddipahami dari apa yang

dikatakan mantan anggota DPR RI:

“Prilaku korupsi di kalangan DPR sulit untuk dicbgakondisi yang
berkembang di DPR sendiri. Anggota-anggota yanqifite idealisme tidak
mau terlibat dalam meminta uang jasa dari kenmamtiPemda yang berkaitan
dengan proyek pembangunan kedua lembaga tersédaut disingkirkan.
Bahkan akan dibuat opini dengan berbagai cara &ayang bersangkutan
terlibat kasus korupsi, pada hal dia tidak melakuya. Hal inilah satu faktor
sa‘&a tidak ingin menjadi anggota DPR lagi, cukgmibantu menjadi staf ahli
di DPR.”

Selanjutnya dikatakannya:

“Jangan berfikir anggota fraksi-fraksi DPR RI sgipgang anda lihat di

media, seperti saling berbeda pendapat dan bi@ikkoRenomena itu hanya
untuk konsumsi publik, sementara soal urusan uasgnua anggota
fraksi tersebut sangat kompak. Kecuali merekeyyaak diajak biasanya
akan berkomentar lain, karena tidak memperolelg.tian

Apa yang dikemukakan narasumber tersebut di a@spin semua anggota
DPR dari berbagai fraksi, memanfaatkan kekuasaannmtuk memperoleh uang
dengan cara korupsi. Anggota DPR yang memiliki lidewe akan tersingkir dan bila

perlu menjadi korban atas tuduhan yang dibuat aaggmnya.

Faktor yang mempengaruhi prilaku korupsi atgg®PR RI adalah
dukungan tersembunyi dari elite partai politik. t&ai partai politik dengan prilaku

korupsi anggota DPR sebagaimana yang diungkapkasuraber:

“Mengelola organisasi Partai politik memerlukan ggang besar. Untuk
memperoleh uang biasanya Ketua Umum partai p@édara tertutup
memberikan peluang kepada anggota-anggotang yadgkddi DPR untuk
mencarikan dana partai. Anggota DPR memanfaatkgala peluang untuk
memperoleh dana tersebut, meskipun sebahagian Hemanfaatkan untuk
kepentingan anggota DPR itu sendfr.”

* Wawancara dengan Najib Amran (bukan nama asli) faneenggota DPR RI Periode 2004-2009, pada
tanggal 30 Januari 2020.

* Wawancara dengan Gafan Sahroni (bukan namastsli)shusus MPR periode 2004-2009, pada
tanggal 10 Februari 2010.
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Faktor dukungan tersebunyi dari elite-elite pagalitik dapat diperhatikan
uangkapan narasumber:

“Saya meminta Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mimengkar
keterlibatanpihak lain kasus suap pengalokasiannaDaPenyesuaian
Infrastruktur Daerah (DPID). la menyebut ada dagaang suap DPID yang
mengalir ke beberapa elite PAN. Saya mengakuingter menerima uang
Rp120 miliar dari alokasi DPID. Namun uang ituateldialirkan ke fraksi
PAN,saya tidak terima, dituduh hanya bermain seddkasus itu. Dia

meminta fraksi PAN menjelaskan kemana uang Rpdifr itu. Saya

punya data 120 miliar, tapi itu bukan yang saykapatu saya serahkan ke
fraksi PAN itu harus dicek, fraksi PAN buang jatsdya ke mana, saya kan
udah terima hukumannya, saya minta fraksi PANrjjgtah saya Rp120

miliar itu dibuang ke mana, siapa saja yang pakai"

Data-data yang diperoleh melalui narasumber tetsébatas, terkait dengan
hubungan partai politik dan korupsi anggota DPR tRidapat hubungan yang erat
antara prilaku korupsi anggota DPR dengan dukuntgasembunyi dari elite-elite
partai politik. Anggota DPR membutuhkan uang unfoénganti biaya Pemilu,
sementara elite partai membutuhkan uang untuk ni@ageartai.

Faktor prilaku korupsi anggota-anggota DPR RI haitser dari pihak
pemerintah dalam hal ini Kementrian dan Pemda. lagyalpemerintah ini berusaha
melakukan lobi dengan anggota-anggota DPR untuk imanbantuan agar rencana
anggaran pembangunan yang diusulkan ditesetujui. DIRRgapa hal itu dilakukan?

Jawabannya sebagaimana yang diungkapkan naraskettxerdiwawancarai:

“..., kami untuk memastikan usulan anggaran prgyekbangunan yang kami
usulkan bisa disetujui DPR, kami harus melakukant&k dengan anggota
DPR yang kam kenal untuk meminta bantuan agarefgrdsami disetujui.
Karena DPR yang memiliki kekuasaan mengesahkalajudan alokasi
anggaran yang diusulkan pemerintah. Kalau tidékkdkan, usulan anggaran
proyek pembangunan yang diusulkan bisa gagal ditanda. Soal imbalan
kepada anggota DPR, kita pake saja pengusaha akeny mengerjakannya

46 Ungkapan Nurlela (bukan nama asli), anggota DPRdRiode 2004-2009, di Gedung Merah Putih
KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, $smjgal 17 September 2018. nasional.okezone.com,
diunduh tanggal 10 Februari 2010.
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untuk menyediakan fee projec, karena harus diaerkepada anggota DPR,
sebelum anggaran proyek diterima, sesuai komityaeifri

Narasumber lainnya mengatakan:

“Kita dari Kementrian dalam usulan anggaran proymmbangunan agar
berjalan sesuai rencana melakukan komunikasi dedgagan anggota DPR
sebagai mitra kerja kita. Uang jasa kepada angD#&tR, uangnya bisa kita
usahakan melalui pengusaha yang menjadi rekanaa %ang biasa
mengerjakan proyek pembangunan di Kementrian'Kita.

Badan peradilan Indonesia yakni MK yang berwenangngadili konflik
Pemilu dan Pilkada di Indonesia, memiliki peranasactidak langsung mendukung
prilaku korupsi anggota DPR RI . Kasus konflik Fléran Kepala Daerah (Pilkada)
Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. AnggotR DErperan sebagai broker
antara calon Bupati yang berkonflik dengan ketua. MEdua penyelenggara tersebut
memperoleh uang dari calon Bupati, sebagai imbalemenangkannya di MK. Kasus
ini memberikan pemahaman, betapa sulitnya menckgalpsi di Indonesia, seorang
Ketua MK sebagai lembaga yang berwenang menegakkastitusi, justru ikut
melanggar konstitusi.

Apa yang dikemukakan narasumber tersebut di atasbekan pemahaman
bahwa pihak eksekutif dalam hal ini kementrian @&mda membutuhkan dukungan
anggota DPR yang mereka kenal untuk membantu usamggaran yang mereka
usulkan agar disetujui DPR. Pihak Kementrian damdge bersedia memberikan
imbalan uang kepada anggota DPR yang telah ikutbaeta. Uang tersebut harus
diserahkan kepada Anggota DPR begitu DPR menygtuplah anggaran Kementrian
dan Pemda, meskipun anggran dapat turun beberdpa kemudian dan secara

bertahap.

Pejabat Kementrian dan Pejabat Pemda, mengatasialahastersebut
menggunakan pengusaha yang menjadi mitranya unerkyediakan uang tersebut,
untuk diberikan kepada anggota DPR.. Pengusalsediar melakukan hal tersebut
dengan jaminan dari Pejabat kementrian dan Pepéaida, proyek dimaksud akan

dilaksanakannya.

* Wawancara dengan Edy Hambali, mantan Sekretarisabaéabupaten Sampit, Provinsi Kalimantan
Tengaah, tanggal 10 Februari 2020.

*® Wawancara dengan Alfian Purwanto, mantan Staf Khé@&mentrian Pendidikan Nasional Indonesia,
tanggal 11 Februari 2020.
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Ketua MK memiliki konstribusi secara tidak langsurijaku korupsi aanggota
DPR, dengan menerima uang dari pihak yang berkomalam Pilkada melalui
anggota DPR sebagai broker, dengan imbalan memiegmangalon bupati yang
berkonflik. Ketua MK sebagai institusi penegak hukdi Indonesia, justru berprilaku
korupsi, sebagaimana halnya yang dilakukan olehgatagDPR. Prilaku korupsi ketua
MK Republik Indonesia ini terlihat keterlibatan tie MK AM dalam kasus konflik
Pilkada Calon Bupati Kabupaten Gunung Mas, ProWadieng.

Data tersebut di atas juga memberikan pemahamasekitf dalam hal ini
Kementrian dan Pemda secara langsung ikut andihdahendukung prilaku korupsi
anggota-anggota DPR. Pihak eksekutif, karena marhkah dukungan anggota DPR
untuk mendapatkan anggaran proyek pembangunansysiady mereka usulkan. Andil
pengusaha dalam upaya pembrantasan prilaku koyapsj dilakukan anggota DPR
bersifat tidak langsung, bersedia memberikan uabglam anggaran diterima, dengan

catatan proyek pengusaha tersebut yang akan meédeaaproyek pembangunannya.



67

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Masa Demokrasi Reformasi prilaku Anggota DPR did@si oleh prilaku
korupsi dalam bentuk menerima uang dari Pejabat ef¢man, Pejabat Pemda,
Pengusaha atas jasa kekuasaannya membantu pirsdbuiermemperjuangkan
kepentingannya memperoleh anggaran proyek pembangBnilaku kourpsi Anggota
DPR dilakukan secara perorangan dan berkelompogar&eberkelompok terlihat
pada kasus Pemilihan Calon DGSBI tahun 2002 dan¥<BsKTP.

Bentuk prilaku korupsi Anggota DPR adalah berpesabagai Pelaku utama
dan sebagai broker. Perang Anggota DPR sebaga upelaiama adalah
memperjuangkan usulan anggaran pembangunan Pdfaméntrian dan Pejabat
Pemda di DPR dan memperoleh uang atas jasa kekugsadasus ini termasuk yang
terbanyak. Peran sebagai broker adalah Anggotahlaifiga berperan sebagai Perantara
dan memperoleh uang atas jasa kekuasaannya. Fganmi i terlihat yang dikaukan
Na dengan Pejabat Kemenpora kasus pembangunan WAglihadi Palembang,
Provinsi Sumsel, dan yang dilakukan CN, kasus sstagRilkada Kabupaten Gunung

Mas, Kalimantan Tengah.

Model relasi Anggota DPR dengan Pejabat KementRambat Pemda, Calon
DGSBI, Ketua MK aalah bersifat saling menguntungkanggota DPR dengan
kekuasaannya memperjuangkan kepentingan Pejabaranegang memintanya.
Pejabat Kementrian dan Pejabat Pemda memberikan kegrada Anggota DPR atas
jasa kekuasaannya melalui Pengusaha mitra kerjaB@ngusaha bersedia
menyediakan uangnya, karena anggaran belum diteRejabat kementrian dan
Pejabat Pemda, dengan perjanjian proyek pembangensebut akan dilaksanakan
oleh Pengusaha tersebut. Prilaku Anggota DPR rma&saokrasi Reformasi, dapat

disebut dengan Istilah ‘penyewa kekuasaan'.

Faktor yang mendukung prilaku koruspsi anggotd Riglalah kepentingan
pribadi anggota DPR untuk memperoleh uang sebagajganti biaya Pemilu dan
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untuk biaya Pemilu berikutnya. Faktor kedua addlagkungan anggota-anggota
fraksi di DPR, memberikan dukungan kepada anggogaata DPR untuk melakukan
tindakan korupsi, mereka yang tidak bersedia diapggnggota yang tidak bisa
bekerjasama. Ketiga adalah dukungan secara teusginblari elite-elite partai
politik, mendukung anggotanya berusaha mendapatlkaig dengan kekuasaannya
untuk kepentingan biaya partai politik Keempat, Angdihak eksekutif yaitu
Kementrian dan Pemda membutuhkan anggota DPR unto&mbantu
memperjuangkan anggaran pembangunan yang merelleamsulengan imbalan
uang. Kelima, pengusaha terutama mitra Kementraan Bemda memberikan andil
secara tidak langsung. Pengusaha meyediakan usagiduk anggota DPR, setelah
anggaran pembangunan disetujui DPR. Pengusaha maetpejaminan dari
Kementrian dan Pemda, proyek tersebut akan dikelelanya. Keenam, konstribusi
MK, bersedia menerima uang dari calon Bupati yamflk Pilkada melalui Anggota
DPR, dengan perjanjian memenangkan calon Bupatandgbersidangan di MK,
Anggota DPR juga menerima uang dari alon Bupatigyaerkonfilik atas jasa

kekuasaannya sebagai broker antara Calon Bupajadefetua MK.
B.Temuan Penelitian

Penelitian ini menemukan beberapa fenomena tepkiggtku korupsi anggota-
anggota DPR. Pertama, prilaku korupsi anggota DRakukan secara berkelompok
dan secara individual dengan modus jasa kekuasaag gimiliki kepada Pejabat
kementerian dan pejabat Pemda untuk medapatkarak@mbanggaran pembangunan
melalui Perubahan Anggaran dan Belanja Negara,ateimgbalan fee proyek sebesar
7-10% dari jJumlah anggaran yang akan diterima phkerkentrian dan Pemda. Kedua,
prilaku korupsi anggota DPR dilakukan dengan bdatnsebagai broker antara pejabat
kementrian dengan pejabat daerah dengan DPR, démgafan menerima uang dari
pihak kementrian dan Pemda. Ketiga, Prilaku korugsggota DPR ada yang
melakukannya pada dua periode berturut-turut, gerit999-2004 dan periode 2004-
20009.

C.Konstruk Teori

Prilaku korupsi anggota DPR masa Demokrasi Refarrdapat dijelaskan

melalui beberapa factor bersifat pengaruh langsiamg tidak langsung. Faktor yang
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bersifat langsung yaitu kepentingan anggota DPRumlgan anggota-anggota DPR
semua fraksi, dukungan elite partai, dukungan Kenandan Pemda, dan dukungan
MK sebagai institusi peradilan. Faktor tidak langguadalah dukungan pengusaha.
Model penjelasan teoritik tersebut dapat diliredagambar berikut.

Kepentingan Dukungan
pribadi Elite Pertai

Prilaku Korupsi

Duk Mayorit
ukungan Mayoritas Anggota DPR

Anggota DPR

Kementrian Pengusaha

dan Pemda

3. Imlikasikas Studi dan Kebijakan

Studi ini merekomendasikan untuk penelitian sekaym dapat dikembangkan
pada fokus prilaku anggota-anggota DPRD provinsi @alaku korupsi anggota-
anggota DPRD kabupaten /kota di Indonesia.

Studi ini merekomendasikan beberapa hal. Kepadaipaolitik dalam proses
rekrutmen anggota-anggota DPR untuk menganulirneeddon yang pernah terlibat
korupsi dan pernah mendapat keputusan tetap dagad#an Tipikor. Kedua, kepada
KPK dan Pengadilan Tipikor agar membuka akses lkegawblik nama dan kasus
anggota DPR yang terlibat korupsi.
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